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KATA PENGANTAR

Pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai
salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran
dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2025 yang
telah ditetapkan. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dimaksudkan
untuk memberikan gambaran kinerja yang mencerminkan outcome atau prestasi kerja
direktorat.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku
kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong
peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di masa yang akan datang,
serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ke depannya.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan
pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih. Semua kritik dan saran yang
bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan di masa
mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026
Direktur Statistik Ketahanan Sosial
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RINGKASAN EXSEKUTIF

Berdasarkan Perban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun
2025-2029 dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik
(BPS) sebagai berikut

e Visi Badan Pusat Statistik: “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam
Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
2045”.

e Misi Badan Pusat Statistik
1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan
Pengambilan Keputusan;
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

e Tujuan Badan Pusat Statistik
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik
Berkualitas dan Insight yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien
dalam Menyelenggarakan Statistik.

e Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik
1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam
Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu;
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun belum dapat
ditetapkan. Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada
rancangan tersebut adalah:

e Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial : “Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang
Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung
Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

e Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight untuk Perumusan
Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;

2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan Sistem
Statistik Nasional (SSN).
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e Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik
Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada
Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Selanjutnya untuk tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan dua sasaran
kegiatan dan dua indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya yang dituangkan pada Perjanjian
Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 yang dicapai untuk kedua IKU yaitu:

Capaian
Kinerja
2025

(1) (2) (3) (4) (5)

. . IKU 1. Terwujudnya
Terwujudnya Penyediaan Data . .
Penyediaan Data dan Insight

dan Insight Statistik Ketahanan - , 100% 100% 100%
. . Statistik Ketahanan Sosial yang
Sosial yang Berkualitas.

Berkualitas.

. . . Target Realisasi
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2025 2025

Terwujudnya Pembinaan

IKU 2. Tingkat Keberhasil
Statistik Sektoral ingkat Keberhasilan

Pembinaan Statistik Sektoral 64,39 85,72
Kementerian/Lembaga Mitra . L . . 120%
. . Direktorat Statistik Ketahanan poin poin
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Sosial

Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 110%

Pada tahun 2025, capaian kinerja pada masing-masing IKU sudah melebihi target dengan rata-rata
capaian kinerja sebesar 110,00. Capaian kinerja untuk IKU 1 dalam sasaran strategis pertama
mencapai 100 persen sedangkan capaian kinerja untuk IKU 2 pada sasaran strategis kedua mencapai
120 persen. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Ketahanan
Sosial sangat berhasil melampaui target indikator kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 74,60
dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV diperoleh nilai PKO
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik. Ini menunjukkan bahwa
tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi/target.

Kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 dalam penyelenggaraan statistik
bersumber pada APBN dengan pagu pada Perjanjian Kinerja sebesar Rp7.012.174.000. Dengan

adanya efisiensi anggaran menyebabkan pagu yang dapat digunakan Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial menjadi sebesar Rp.1.669.416.000. Sampai akhir tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan
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maka dapat dikatakan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah melakukan efisiensi anggaran.

Berbagai upaya untuk efisiensi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1.

Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara online pada kegiatan Desa Cantik dan
SPAK;

Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan
statistik sektoral dilakukan secara daring/online meeting;

Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara
online;

Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain;
Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk
peserta KL tersebut;

Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal;

Rate paket meeting yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta
dapat terpenuhi.

L

Dengan rata-rata capaian kinerja yang persentasenya melebihi persentase realisasi anggaran






BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan
laporan capaian dari kegiatan direktorat sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang telah ditetapkan
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban organisasi, karena setiap Instansi wajib membuat SAKIP sebagai wujud
pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SAKIP digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Instansi yang terdiri dari beberapa
instrumen, antara lain perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan
pelaporan kinerja. Sementara itu, sasaran SAKIP adalah sebagai berikut:

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,
efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di samping itu, ketersediaan LAKIN ini untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi
secara berkesinambungan. Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi
instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Instansi diwajibkan melaporkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun.

Maksud penyusunan LAKIN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka
mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan

LAKIN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun




1.2

Rumusan kesimpulan hasil evaluasi pada laporan ini, menjadi salah satu bahan masukan dan
referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selain itu, penyusunan
LAKIN juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang
ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan
balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Penyusunan LAKIN Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 merupakan rangkuman
yang berisi target, sasaran, dan realisasi dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial selama tahun 2025. Tingkat capaian dalam pelaksanaan sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, digunakan
sebagai ukuran kinerja dan umpan balik dalam memacu perbaikan kinerja Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial pada tahun mendatang.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi
penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya
Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin
terutama atas nilai informasi yang diperolehnya;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan
statistik dasar;

3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pusat Statistik.

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan
Kedudukan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam struktur organisasi Badan Pusat
Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Statistik
Sosial. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan
eselon Il.

b. Tugas
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan




kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik
ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyelenggarakan

fungsi sebagaimana tercantum pada Pasal 82 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

2020, sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan
sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;

2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial,
politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah,
kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;

4. dan pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial.

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur
Statistik Ketahanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun
2025 Direktur Statistik Ketahanan Sosial menetapkan sebanyak 13 Tim Kerja di Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama,
suplemen dan tambahan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Susunan Organisasi

Berdasarkan pada Pasal 83 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, susunan
organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdapat pada Lampiran 1.

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

a.

S —pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
pada tahun 2025 mengalami pergantian beberapa pegawai karena pensiun, mutasi dan
pegawai baru. Sampai akhir tahun 2025 jumlah SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 48 perempuan. 67 pegawai tersebut
merupakan pegawai aktif. Secara umum, SDM yang dibutuhkan pada Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial adalah SDM yang secara teknis mampu menerapkan ilmu statistik dan
menguasai teknologi. Memenuhi ragamnya kebutuhan pekerjaan fungsional, pegawai
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki kesempatan yang sama untuk terus
mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didominasi oleh pegawai dengan
pendidikan DIV/S1 dan S2. Sebaran pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut
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Gambar 1.1 Sebaran SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan,

2)

2025

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM di
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang berpendidikan S1/DIV sebanyak 30 orang
(44,78 persen), berpendidikan S2 sebanyak 35 orang (52,24 persen), dan yang
berpendidikan S3 sebanyak 2 orang (2,98 persen).

Tingginya SDM yang dapat berhasil menempuh pendidikan S2 karena adanya
kemudahan akses pengembangan diri yang diberikan dari BPS untuk para pegawainya
yang ingin melanjutkan sekolah. Beberapa kemudahan akses yang diberikan BPS adalah
dengan penyediaan beasiswa S2 dan S3 dalam negeri/double degree dan adanya kerja
sama di bidang pengembangan pegawai dengan instansi lain/lembaga/universitas baik
dari dalam maupun luar negeri.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh Direktur dan
terdiri dari tiga kelompok jabatan, yaitu fungsional umum, terampil, dan ahli. Sebagai
gambaran, sebaran dari jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
sepanjang tahun 2025 sebagai berikut.

—
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Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Jabatan

Fungsional, 2025

Pada akhir tahun 2025 SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut jabatan

terdiri dari:

1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Direktur.

12 orang (17,91 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya.

28 orang (41,79 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda.

24 orang (35,82 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama.

1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama.

1 orang (1,49 persen) merupakan Staf (CPNS).

Komposisi jabatan fungsional ini untuk memenuhi tantangan-tantangan pekerjaan

yang terus berkembang akibat disrupsi teknologi informasi. Dinamika pekerjaan

menyebabkan pegawai harus agile menghadapi perubahan yang terus berkembang.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Selanjutnya, untuk menunjang karier dalam bekerja sebagai ASN, pegawai Direktorat

Statistik Ketahanan Sosial memiliki variasi golongan yang merata mulai dari Ill/a hingga

IV/d. Sebaran golongan pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
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Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut Golongan,

2025

Dinamika sepanjang tahun 2025, terjadi perubahan golongan pada beberapa pegawai

dan dapat dipetakan pada akhir tahun 2025. Hasilnya, sebaran pegawai menurut golongan
sebagai berikut:

6 orang (8,96 persen) yang memiliki Golongan Ill/a;
15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan I11/b;
17 orang (25,37 persen) yang memiliki Golongan lll/c;
15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan 1l1/d;
5 orang (7,46 persen) yang memiliki Golongan 1V/a;

7 orang (10,45 persen) yang memiliki Golongan 1V/b;
1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/c;

1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/d.

Komposisi ini merupakan pijakan awal jenjang karier dengan peluang yang merata bagi

seluruh pegawai di lingkup Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

b. Dukungan Anggaran
Kegiatan di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didukung oleh anggaran yang

cukup untuk memenuhi seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2025. Pada Tahun
2025, pada Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditandatangani tanggal 24 Januari 2025, dalam
rangka Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp. 7.012.174.000.

Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kementerian/lembaga termasuk BPS tidak

terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berdampak terhadap besar anggaran yang

dapat digunakan untuk kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV
Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000.

—



1.4 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Ada beberapa potensi dalam melaksanakan pekerjaan di BPS, khususnya Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial. Beberapa potensi yang dapat dijadikan pijakan untuk menuntaskan
pekerjaan-pekerjaan besar dalam mendukung target-target pemerintah. Potensi dan
dukungan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial meliputi beberapa hal, di
antaranya dukungan SDM, kolaborasi lembaga internasional, kepercayaan pemerintah, serta
potensi inovasi yang diselenggarakan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pada dukungan SDM, penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial telah didukung oleh SDM yang mumpuni. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang
didukung oleh 67 sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi seluruh pegawai memiliki
pendidikan tinggi. Potensi SDM dengan pendidikan tinggi tersebut turut memperlancar
jalannya kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan lembaga
nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru.
Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank
dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, United Nations Crime Trend Survey (UN CTS) dan
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghasilkan data statistik
kriminal, dan sebagainya.

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang
mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang
menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara
indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN
antara lain gini ratio, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang
mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek
Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Selain itu, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga telah berinovasi menghasilkan Web
infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes; dan Penggunaan Big Data
untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Inovasi lainnya berupa
pelaksanaan berbagai kegiatan antara lain Kompilasi berbagai tulisan pegawai Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial yang digabungkan dalam Hansos Gemar Menulis (Hansos Geulis),
baik berupa bentuk karya ilmiah, opini di media, storytelling, dan jenis tulisan lainnya.
Penerbitan Buletin Hansos in A Week sebagai informasi dan pengingat kegiatan Hansos selama
satu minggu terakhir. Webinar Seri Hansos, Sharing Seri Master Baru dan Briefing Hansos.
Senam dan Olahraga Bersama Hansos (Hansos Bergerak), Munggahan Hansos, dan Lomba

17an Hansos.




b. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah
mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri untuk
diselesaikan. Beberapa hasil identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap data;

2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial
secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight;

3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau
independensi yang diragukan;

4. Ketidaksepahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi

SSN;

5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat
menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar;

6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya
frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja;

7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal
sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut;

8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun
jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat.

Selanjutnya, penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial terdiri dari dua
keluaran, yaitu publikasi dan laporan. Publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial pada tahun 2025 terdapat 9 publikasi, yaitu Publikasi Statistik Lingkungan Hidup
Indonesia (SLHI), Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes), Publikasi Statistik Sumber Daya Laut
Dan Pesisir (SDLP), Publikasi Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan (ALHB), Publikasi
Analisis Petty Corruption, Publikasi Statistik Kriminal, Publikasi Statistik Politik, Publikasi
Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, Publikasi Data Dan Informasi
Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Berikutnya, laporan dan kegiatan rilis yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 laporan yaitu Laporan Desa Cantik dan 2 kegiatan rilis
yaitu Rilis Kemiskinan Juli dan Rilis Ketimpangan Juli. Secara umum, permasalahan/kendala
yang dihadapi dalam menyusun publikasi dan laporan tersebut di antaranya adalah waktu dan
anggaran yang terbatas, serta standar publikasi yang baru dari diseminasi yang diterima dalam
waktu yang terbatas. Pada kegiatan Desa Cantik, permasalahannya adalah terdapat beberapa
pergantian desa yang akan dibina. Hal tersebut menyebabkan tindak lanjut kegiatan
pembinaan sedikit terhambat. Selain itu, terdapat penyesuaian pembina Desa Cantik dan
penyesuaian anggota tim Desa Cantik akibat penambahan rencana kerja dan beban kerja yang
meningkat. Sementara itu, tidak tersedianya anggaran untuk field evaluation dan

penyampaian penghargaan, membuat kegiatan Desa Cantik tidak terselenggara optimal.
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Selain kegiatan laporan dan publikasi, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga memiliki
output lain berupa kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral. Adapun kendala yang sering
dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama tahun 2025 Capaian kinerja
(performance results) tahun 2025 tersebut juga dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja
(performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab | - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kedudukan, tugas,
fungsi, dan susunan organisasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran,
Potensi dan Permasalahan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, serta Sistematika
Penyajian Laporan;

Bab Il — Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS); target
kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029; Perjanjian Kinerja Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas
Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;

Bab Illl = Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan realisasi, capaian kinerja, dan nilai Penilaian
Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; capaian kinerja Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 terhadap target Renstra; capaian Prioritas Nasional dan
Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; prestasi dan inovasi Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial Tahun 2025; serta realisasi dan efisiensi Anggaran;

Bab IV — Penutup, menjelaskan Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.
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BAB 2
PERENGANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS)

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis
sebuah organisasi. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dijelaskan
sebagai berikut: visi memberikan arah utama berjalannya suatu organisasi, misi menjadi
panduan, tujuan sebagai fokus yang harus dilakukan, dan sasaran strategis memecah tujuan
menjadi langkah-langkah yang lebih operasional dan dapat diukur. Berdasarkan Perban Nomor 4
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 dijabarkan
mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

a. Visi Badan Pusat Statistik

Visi menggambarkan perencanaan strategis K/L periode lima tahun. Visi dan Misi BPS
2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang
berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk
mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sehingga, Visi BPS pada Pembangunan
Jangka Menengah Nasional periode 2025-2029 adalah “Lembaga yang Independen,
Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai lembaga yang berperan
aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik
berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini,
BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan
wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

b. Misi Badan Pusat Statistik

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, BPS merumuskan tiga misi yang saling

terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS Tahun 2025-2029 adalah sebagai

berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan
Pengambilan Keputusan;

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
(SSN);

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani

kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data.




c. Tujuan Badan Pusat Statistik

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan

strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam

setiap aspek penting dari operasionalnya:

1.

Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik
Berkualitas dan Insight yang Relevan;

Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan
Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga

independen, terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

d. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran

strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam

3.

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini
merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis,
serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan,
akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan
kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis
bukti (evidence-based policy).

Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan
Terpadu

Pencapaian sasaran ini diukur melalui IKSS berupa Indeks Pembangunan Statistik
(IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (maturity
level) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Pencapaian sasaran ini diukur menggunakan IKSS berupa Indeks Reformasi Birokrasi.
Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi
birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis,
peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun belum dapat

ditetapkan. Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik
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Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan dari Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial adalah:

a.

C.

Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi pada akhir periode
perencanaan strategis, memberikan arah jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama.
Visi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah “Penyedia Data Statistik Ketahanan
Sosial yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif
dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut dibangun untuk mendukung visi dari Kedeputian
Bidang Statistik Sosial yaitu “Penyedia Data Statistik Sosial yang Berkualitas untuk BPS
yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan
Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”. Rumusan visi
tersebut berarti bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial harus mampu memberikan
kontribusi dalam menyediakan data statistik ketahanan sosial yang profesional serta
menjadi mitra Kementerian/Lembaga dalam menyediakan data yang bermanfaat untuk
perumusan kebijakan sesuai dengan visi presiden.

Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Untuk mencapai visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, maka ditetapkan misi
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke
depan. Misi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dirumuskan sebagai berikut:
1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight untuk

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;

2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan

Sistem Statistik Nasional (SSN).

Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka ditetapkan tujuan yang mendukung
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada dua
tujuan yang ditetapkan yaitu:
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan
Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, target kinerja menjelaskan

mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator

kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Adapun target
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Strategis BPS yang diterjemahkan ke tataran yang lebih operasional dalam bentuk Sasaran
Program dan Sasaran Kegiatan. Berikut Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target
Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025-2029 yang secara detail dapat dilihat pada
Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial, Tahun 2025-2029

Sasaran Target
No Program/Sasaran Indikator Kinerja  Satuan

Kegiatan 2025 2026 2027 2028 2029

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9)

1 Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas

Terwujudnya Persentase Persen | 100 100 100 100 100
Penyediaan Data dan | Publikasi/Laporan

Insight Statistik Statistik

Ketahanan Sosial yang | Ketahanan Sosial

Berkualitas yang Berkualitas

Tersedianya Data 5 Persentase Persen | O 23,81 |95,24 |95,24 | 100

Sasaran Visi Indonesia | Indikator Sasaran
Emas dan 45 Indikator | Visi Indonesia
Utama Pembangunan | Emas dan 45

Statistik Ketahanan Indikator Utama
Sosial Pembangunan
Statistik

ketahanan Sosial
yang menjadi
Statistik Resmi

2 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang
Statistik Sosial yang Berkualitas

Terwujudnya Tingkat Poin 64,39 | 66,80 | 68,40 | 72,40 | 76,40
Pembinaan Statistik Keberhasilan (Skala

Sektoral Pembinaan 100)

Kementerian/Lembaga | Statistik  Sektoral

Mitra Direktorat Direktorat Statistik

Statistik Ketahanan Ketahanan Sosial

Sosial

Terwujudnya Persentase Persen | O 3,49 4,10 4,71 5,32
Kapasitas Tata Kelola Kumulatif Desa

Pemerintah Desa yang Berpredikat

untuk Menghasilkan Desa Cinta

Statistik Berkualitas Statistik




2.3

Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai pedoman dalam
melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai selama
tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025
(Lampiran 3). Target yang ditetapkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada
akhir tahun dengan membandingkan capaian kinerja dengan target. Target pelaksanaan kegiatan
yang ada di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial Tahun 2025

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Penyediaan Data dan Persentase Publikasi/Laporan Statistik 100,00
Insight Statistik Ketahanan Sosial Ketahanan Sosial yang Berkualitas Persen
yang Berkualitas
2 Terwujudnya Pembinaan Statistik Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik | 64,39 Poin
Sektoral Kementerian/Lembaga Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan
Mitra Direktorat Statistik Ketahanan | Sosial
Sosial
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis

Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional :

Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025-2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan
Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia
Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan
Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini
menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi
pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan
berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan
pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem
Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina
Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas




melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta
pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berperan aktif dalam memberikan asistensi teknis,
penguatan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan statistik
sektoral yang sesuai dengan prinsip- prinsip statistik resmi. Pembinaan ini diciptakan agar
setiap instansi memiliki pemahaman yang seragam tentang metodologi, standar metadata,
serta tata kelola data, sehingga mampu menghasilkan data sektoral yang konsisten,
berkualitas, dan dapat dikompilasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional untuk
mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Prioritas Presiden:

1. Inpres 4 2025 : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi
nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS dapat
menyampaikan DTSEN kepada kementerian untuk mendukung pelaksanaan program dan
kebijakan kementerian yang sesuai dengan tugas dan kewenangan instansi pemohon melalui
mekanisme data balikan. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki beberapa tugas dalam
pelaksanaan DTSEN, antara lain:

a. Bertanggung jawab melakukan identifikasi data hasil Sensus dan Survei di Direktorat
Statistik  Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan
pemadanan/pemutakhiran DTSEN;

b. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi
lainnya terkait Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan
pemadanan/pemutakhiran DTSEN;

c. Bertanggung jawab melakukan pembinaan dan atau memberikan masukan kepada
direktorat lain yang melakukan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan
instansi lainnya tersebut yang telah teridentifikasi di poin b untuk meningkatkan
kualitas Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan
pemadanan/pemutakhiran DTSEN;

d. Bertanggung jawab mengevaluasi hasil DTSEN termasuk evaluasi terhadap
implementasi standar data pada poin c¢ dalam pemutakhiran data di

Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.




Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya
penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

Dalam rangka menyediakan data dasar yang diperlukan dalam penghitungan tersebut,
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan penghitungan kemiskinan ekstrem.

3. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan
kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta
penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi.
Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi
Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline.

Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur
melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia
layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang
menerima MBG.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan,
antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan
supervisi pelaksanaan lapangan. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan
siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang
diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi
rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan
bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang
sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei
Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu
pada bulan Juni (Tahap 1) dan November (Tahap Il) tahun 2025, sementara Survei Baseline
pada bulan Juli (Tahap |) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei
Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan
rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman,
pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan
petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan
supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan
koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi




tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan
sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2025 Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial akan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tupoksi pada Perban
tersebut.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak semua Pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini
dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga
termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi
tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar
Rp1.669.416.000.







BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja
sekaligus sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan
kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai monitoring pencapaian kinerja serta
membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi
kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik
terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/ program/kegiatan di masa
yang akan datang.

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan
dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya target sasaran dan IKU tersebut
menjadi target pada PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025. Seluruh sasaran dan IKU telah
diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Pada akhir triwulan IV 2025 tidak hanya dihasilkan
nilai realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 tetapi dihasilkan nilai penilaian kinerja organisasi.
Penilaian ini memang merupakan hal baru dalam pengukuran capaian kinerja di BPS. Realisasi,
capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun
2025 secara rinci dijelaskan pada bagian a-e.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Total selama 2023-
2025.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
dengan membandingkan nilai capaian kinerja yang diperoleh pada beberapa tahun tertentu,
dalam hal ini periodenya adalah tahun 2023-2025. Secara umum capaian kinerja Direktorat

Statistik Ketahanan Sosial mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun
2023-2024. Capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2023 dan 2024
itu bernilai sama yaitu 108 persen sedangkan capaian kinerja tahun 2025 mencapai 110
persen, terdapat peningkatan 2 persen dibandingkan tahun 2023-2024. Perbandingan
capaian kinerja selama periode 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025

b. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2024, Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau
aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai PKO diambil dari Kertas Kerja
Monitoring Triwulan IV di mana nilai SAKIP yang diisi adalah nilai SAKIP tahun 2025 yang dirilis
Inspektorat pada Bulan Desember 2025. Predikat PKO kemudian dikelompokkan menjadi 5
dengan rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), predikat dan interpretasinya disajikan pada
Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO

W HETREE]

L. Predikat PKO Interpretasi PKO
Organisasi (NKO)

(3)

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja

(1)

(2)

sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik Baik
ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
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L. Predikat PKO Interpretasi PKO
Organisasi (NKO)

(1) (2) (3)
60% < X <= 80% BUTUH Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
PERBAIKAN | sudah cukup baik namun masih di bawah ekspektasi/target.

40% < X <= 60% KURANG Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
masih sangat kurang dan di bawah ekspektasi/target.

Sumber: Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar
74,60 dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV
diperoleh nilai PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik
(Tabel 3.2). Ini berarti bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai
ekspektasi/target.

Tabel 3.2 Nilai dan Predikat PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Unit Kena : Direkiorat Statistik Ketshanan Sosial
Milai SAKIF 2025 7486
Predikat SAKIP 2025.  BB/Sangat Baik
Tujuan/Sasamnindikator Kinerja Target | Satuan Penilaian Kinerja O manisasi {PKO)
Normali (Koreksi N onmalisasi| Nilai Akhir Capaian
s3si |[Capaian PK PK = (1 )x]100%4{2))

Capaia (Berdasarkan
nPK |Predikat AKIP {2}

IT1: Mewgiudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputuzan Berbasis Data Statistik Berualitas dan insight vang Relevan
1.1.5  [Tenmuivdmva penvediaan Data dan insight Statistik Ketahanan Sosial vang berkualifas
1.1.5.1 Pemssantaze Publikasilaporan 100|Per=en | 100,00/10%

Statistik Ketahanan Sosial vang a0
Elerkmalifas |

ITZ M ewvujudkan Penvelenggaraan Sistem Siatistik Nasional yvang Andal, E feltif dan E fisisn
21.3  [Termijudmya Pembinaan Statistik Sekdoral Kementerdan/l embaga Mitra Direkto rat Statistik Ketshanan Sosial

2.1.31 Tingkat Keberhasibn 84 35|Poin 110)10%
Permbinaan Statistik Sektoral o
Direkio rat Statistik Ketahanan
Sosial
Tofal Capaian PE 189
NKO Ratarata 445
Predikat PKO BAIK

Sumber: Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025




c. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan Rata-
rata Capaian Kinerja Eselon Il pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun
2025

Direktorat Statistik Ketahanan Rata2 Capkin Eselon Il Lingkup
Sosial DBSS

Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terhadap
Rata-rata Capaian Kinerja Eselon Il pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.2, pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki

capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon Il pada
lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial telah mengidentifikasi beberapa upaya perbaikan kinerja selama tahun 2025 yang

berpengaruh pada pencapaian kinerja tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi tim.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melakukan
penyusunan tim dengan ketua dan anggota tim yang diusahakan tidak lintas tim. Hal ini
untuk memudahkan koordinasi tim dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang diampu.
Selain itu untuk meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang terkait
dengan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Penyusunan mitigasi risiko kegiatan.

Setiap tim yang menjadi pengampu indikator kinerja utama direktorat Statistik Ketahanan
Sosial melakukan penyusunan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengelola potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target kinerja yang sudah
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3. Melakukan perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan tiap tim.

a——

)

4. Melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PSS agar dapat dilaksanakan lebih baik dengan

menyusun rancangan jadwal pembinaan sejak awal tahun.
d. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Untuk melihat peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di antaranya
dengan membandingkan target, realisasi, dan capaian kinerja selama beberapa tahun, yaitu
tahun 2023-2025. Perbandingan tersebut secara detail dapat dilihat pada Tabel 3. 3.

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025

Sasaran .. . ..
Target Realisasi Capaian Kinerja (%)

Program/Sasaran

Satuan
Kegiatan/ Indikator

Kinerja 2023 2024 | 2025* | 2023 2024 2025 2023 2024 2025

(1) () (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Sasaran 1. Terwujudnya 100
penyediaan Data dan Insight
Statistik Ketahanan Sosial
yang berkualitas

Persentase Publikasi/ | Persen N/A (Belum 100 N/A (Belum 100 N/A (Belum 100
Laporan Statistik dijadikan dijadikan dijadikan
Ketahanan Sosial yang indikator) indikator) indikator)
Berkualitas

Sasaran 2. Terwujudnya 120

Pembinaan Statistik Sektoral
Kementerian/Lembaga
Mitra Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial

Tingkat Keberhasilan | Poin N/A (Belum 64,39 N/A (Belum 85,72 N/A (Belum 120
Pembinaan Statistik dijadikan dijadikan dijadikan
Sektoral Direktorat indikator) indikator) indikator)

Statistik Ketahanan Sosial

*) Sumber : Target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, terdapat dua sasaran dan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang merupakan sasaran dan indikator baru dan
ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023-2024 keduanya belum dijadikan indikator

sehingga hanya terisi untuk tahun 2025.

Sasaran kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang pertama yaitu Terwujudnya

penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas dengan IKU Persentase

;:r;‘_fﬁbﬁkasi@poran Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas. Realisasi untuk IKU




e.

dapat mencapai target sebesar 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100
persen.

Adapun sasaran kegiatan kedua yaitu Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral
Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU kedua yaitu
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
Realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,39 poin sedangkan realisasinya
sampai triwulan IV 2025 sebesar 85,72 poin sehingga capaian kinerja yang diperoleh untuk
sasaran kedua sebesar 120 persen.

Mempertimbangkan kedua sasaran tersebut belum menjadi indikator pada tahun 2023-
2024 maka target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran pada tahun 2025 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2023-2024.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 per IKU

1) Capaian Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Salah satu upaya untuk menyediakan data statistik ketahanan sosial yang dapat
dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dilaksanakan dengan menyediakan publikasi
statistik ketahanan sosial yang Berkualitas. Ini kemudian dituangkan dalam salah satu
indikator  kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, vyaitu “Persentase
Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”. Indikator ini diukur
dengan membandingkan Jumlah Publikasi/Laporan Ketahanan Sosial yang Berkualitas
dengan Seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan.
Publikasi/Laporan yang berkualitas adalah publikasi/laporan yang bersumber dari
kegiatan statistik yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek
Pemanfaatan Data berkategori minimal Baik (Nilai: >=2,6).

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan 12
publikasi/laporan yang berkualitas. Ke-12 publikasi/laporan yang berkualitas tersebut
adalah sebagai berikut:

Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes);

Laporan Desa Cantik;

Laporan Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB);

Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) ;

Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) ;

Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ;

Publikasi Statistik Kriminal;

Publikasi Statistik Politik;

Publikasi Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia;
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10. Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Rilis Kemiskinan Juli;

12. Rilis Ketimpangan Juli.




Semua publikasi/laporan sudah dihasilkan di triwulan IV tahun 2025 dan berdasarkan
Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 dinyatakan bahwa kegiatan statistik
yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berkualitas.
Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan unit kerja
tersebut dinyatakan berkualitas. Adapun nilai yang diperoleh Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial adalah 3.64 pada aspek Domain Kualitas Data dan 4,33 pada Aspek
Pemanfaatan Data Statistik.
publikasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas pada tahun 2025 telah mencapai 100

Dengan hasil penilaian tersebut, capaian persentase

persen, sesuai dengan yang ditargetkan.

Meskipun semua publikasi/laporan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan
tetapi dalam penyusunannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV.
Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial
yang Berkualitas Tahun 2025

(1) (2)
Triwulan |

Podes: Bukti SIQAF belum lengkap. 1. Podes: Melakukan koordinasi dengan Direktorat
Diseminasi Statistik mengenai kelengkapan bukti
SIQAF.

Desa Cantik: Tidak Tersedianya Anggaran Desa [2. Desa Cantik: Meminta tambahan anggaran

Cantik, Usulan Desa Cantik yang berubah-ubah, pelatihan ke Biroren dengan Surat Deputi Bidang

Pada saat pelatihan terdapat 1 peserta yang Sosial kepada PIt. Sestama, perubahan usulan

nilainya di bawah batas kelulusan. akan diakomodir pada Kepka Revisi, dan
melakukan Remedial bagi peserta yang belum
lulus.

. SLHI: Proses peninjauan konten reviu masih 3. SLHI: Merencanakan zoom meeting dengan K/L
berjalan, ada beberapa indikator yang belum terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi
sesuai (belum match) dengan FDES 2013, solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2025.
beberapa indikator lingkungan bergantung pada
data sektoral dari K/L, sehingga risiko
keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit
dikendalikan, dan belum semua K/L memiliki
konsep dan definisi dari data yang mereka
kumpulkan.

. SDLP: Terdapat kategori yang berbeda untuk data (4. DLP: Studi referensi/diskusi untuk mengonversi.
kondisi mangrove dan padang lamun di Provinsi
Bali.

. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai |5. SLHB: Melakukan proxy atau pendekatan
perubahan iklim memiliki data yang sesuai dengan menyesuaikan dengan ketersediaan data.
kondisi di Indonesia.

. Statistik Kriminal: Pembangunan web entry |6. Statistik Kriminal: Melakukan koordinasi dengan
mengalami kemunduran jadwal sehingga uji coba SIS untuk mempercepat pembangunan web entry.




Kendala Solusi

(1) (2)

7. Statistik Politik: Perubahan alamat web entry |7. Statistik Politik: Membuat daftar user provinsi
sehingga perlu migrasi data user provinsi. untuk dimasukkan dalam web entry.

8. SPAK: Tidak tersedianya anggaran pelatihan |8. SPAK: Perencanaan kegiatan refreshing petugas
petugas dan pelaksanaan lapangan SPAK 2025 SPAK 2025 secara online dan melakukan
karena efisiensi anggaran, dan bukti SIQAF kurang koordinasi dengan direktorat Diseminasi terkait
lengkap (menunggu kelengkapan bukti dukung kelengkapan bukti SIQAF.
dari direktorat Diseminasi).

9. Rilis Kemiskinan Juli: Belum adanya kepastian |9. Rilis Kemiskinan Juli: Melakukan diskusi dengan
apakah akan ada percepatan rilis kemiskinan pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait
seperti tahun sebelumnya. dengan kepastian kapan rilis Maret 2025.

10. Rilis ketimpangan Juli: Belum adanya kepastian [10. Rilis ketimpangan Juli: Melakukan diskusi dengan
apakah akan ada percepatan rilis pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait

dengan kepastian kapan rilis Maret 2025.
Triwulan I

1. Podes: Beberapa daerah sulit (Papua, Papua Barat |1. Podes: Daerah tersebut mengajukan surat
dan Kaltim) membutuhkan perpanjangan waktu perpanjangan waktu, dan perlu ada penyesuaian
pendataan lapangan. SOP.

2. Desa Cantik: Jumlah Desa Cantik 2021-2024 pada |2. Desa Cantik: Melakukan konfirmasi ke daerah
lampiran mengalami perubahan karena terkait output Desa Cantik 2021-2024
ketidaktersediaan bukti dukung

3. SLHI: Beberapa indikator lingkungan bergantung |3. SLHI: Merencanakan zoom meeting kembali
pada data sektoral dari K/L, sehingga risiko dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi
keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi
dikendalikan, belum semua K/L memiliki konsep SLHI 2025
dan definisi dari data yang mereka kumpulkan,
dan ketidakhadiran beberapa K/L dalam zoom
meeting sehingga monitoring tidak optimal

4. SDLP: Web entri SISLH 2025 saat dilakukan |4. SDLP: Penyempurnaan aplikasi
aktivitas entri masih menyisakan permasalahan
Aplikasi

5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai |5. ALHB: Melakukan proxy atau pendekatan
rujukan penyusunan publikasi dan metadata menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan
perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang melakukan proxy atau pendekatan menyesuaikan
tersedia di Indonesia, dan tidak semua data yang dengan ketersediaan data
diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data
yang kondisinya belum update

6. SPAK: Anggaran SPAK 2025 ditiadakan, dan |6. SPAK: Karena kegiatan pengumpulan data SPAK
literatur terbatas dari media online ditiadakan maka tidak dilakukan RTL TW 2 2025

berikut : finalisasi pedoman dan kuesioner SPAK
2025, uji coba aplikasi FASIH SPAK 2025, dan
pencarian literatur secara offline dengan
mengunjungi perpustakaan KPK dan Perpustakaan
Nasional

7. Rilis Kemiskinan Juli: Diperlukan pengecekan dan |7. Rilis Kemiskinan Juli: Koordinasi dengan
evaluasi terhadap data Susenas yang diterima, direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait
dan penentuan penimbang yang digunakan evaluasi data Susenas yang diterima, dan diskusi

dan meminta arahan pimpinan

8. Rilis Ketimpangan Juli: Diperlukan pengecekan |8. Rilis Ketimpangan Juli: Koordinasi dengan

—__dan evaluasi__terhadap data Susenas yang direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait




Kendala Solusi

(1)

()

diterima, dan

digunakan.

penentuan penimbang yang

evaluasi data Susenas yang diterima, diskusi dan
meminta arahan pimpinan.

Triwu

lan I

. Podes: Capaian Akhir Pengumpulan data di BPS
Provinsi Papua hanya 97,27 persen, sebanyak 152
desa non respons karena faktor keamanan,
transportasi dan anggaran. Dengan ini capaian
pengumpulan data Podes 2025 adalah 99,82
persen desa/kelurahan di Indonesia, dan model
formula IKG masih perlu beberapa exercise
sebelum diputuskan pimpinan

1.

Podes: BPS Kabupaten sudah berupaya melakukan
Penyesuaian SOP: a. Pengoptimalan anggaran
tambahan dari Pusat; b. Penggunaan data
sekunder dari dinas terkait; c. Pengumpulan data
melalui telepon; dan d. Janji titik temu di luar
desa), dan tahapan yang sudah dilakukan untuk
formulasi IKG pada TW 3 (a. Penyusunan dan
penetapan revisi variabel, indikator, dan aturan
scoring yang digunakan dalam penghitungan IKG,
b. Pelaksanaan exercise dengan menerapkan
beberapa metode pembobotan, antara lain Equal
Weighting, Principal Component Analysis (PCA),
Principal Factor Analysis (PFA), dan Confirmatory
Factor Analysis (CFA), c. Perbandingan hasil IKG
baru dari masing-masing metode exercise dengan
IKG tahun 2024 menggunakan berbagai ukuran
statistik, seperti selisih nilai, korelasi, dan koefisien
variasi, d. Evaluasi hasil penghitungan IKG dengan
membandingkan peringkat (ranking) hasil metode
baru terhadap peringkat kesulitan versi BPS
daerah, e. Pelaksanaan rapat penyampaian hasil
akhir dan pembahasan formula IKG baru bersama
pimpinan.)

. Desa Cantik: Tidak tersedia anggaran untuk acara
penganugerahan (awards) Desa Cantik terbaik
dan mengundang peserta daerah penerima
penghargaan.

Desa Cantik: Memasukkan kegiatan awards Desa
Cantik pada kegiatan Sosialisasi SE2026 dan HSN
2025, di mana anggaran semua disediakan
anggaran SE.

. SLHI: Beberapa data sektoral dari K/L mengalami
update, sehingga mengalami perbaikan dan perlu
dientri kembali pada Publikasi SLHI 2025,
beberapa data tidak konsisten dengan tahun
sebelumnya, misalnya satuan yang berubah atau
perbedaan angka yang melonjak/menurun tajam,
sehingga perlu konfirmasi ulang dengan K/L
penyedia data.

SLHI: Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang
data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025,
melakukan konfirmasi ulang dengan K/L penyedia
data, dan meng-update kembali data yang tidak
konsisten berdasarkan hasil konfirmasi dari K/L
penyedia data.

. SDLP: Mekanisme pemilihan lokasi kualitas air laut
yang akan ditampilkan di publikasi, sudah rutin
dilakukan tetapi belum dituliskan mekanismenya.
Berpotensi pelaksana yang belum pernah
menangani, menjadi kesulitan dalam menelusuri,
sebagian besar SDLP telah disetujui
pemenuhannya oleh KKP namun pemberian data
menunggu pengesahan PKS antara BPS dan KKP,
sebagian data dari kementerian belum diperoleh

karena menanti pengesahan PKS sehingga

SDLP: Melakukan kajian pemilihan sampel kualitas
air laut data dari dinas terkait di tingkat provinsi,
untuk digunakan dalam pemilihan sampel data
yang akan ditampilkan pada publikasi SDLP 2025,
mengoptimalkan pemanfaatan Portal Data KKP
untuk memperoleh sebagian data SDLP yang
dibutuhkan, dan mengoptimalkan data terkait
kelautan dan perikanan dari BPS dan sumber lain
yang tersedia pemutakhirannya




Kendala Solusi

(1) (2)
finalisasi pengolahan menunggu situasi dan
kondisi final.

5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai |5. ALHB: Melakukan proxy atau pendekatan
rujukan penyusunan publikasi dan metadata menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan
perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang melakukan analisis sesuai pembabakan baru.
tersedia di Indonesia, tidak semua data yang
diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data
yang kondisinya belum update, data masih banyak
yang belum masuk, koordinasi dengan K/L
terkendala kesibukan K/L, dan pembabakan
Analisis ada perubahan sehingga butuh waktu
untuk penyesuaian.

6. Statistik Kriminal: Data dari K/L belum seluruhnya | 6. Statistik Kriminal: Berkoordinasi dengan K/L
terkumpul, dan beberapa data belum seluruhnya terkait pengumpulan data, dan melakukan
terkumpul sehingga belum bisa dilakukan pengolahan untuk data yang sudah tersedia.
eksplorasi dan pengolahan.

7. Statistik Politik: Data dari K/L pusat belum |7. Statistik Politik: Dilakukan monitoring
seluruhnya terkumpul. pengumpulan data K/L

8. SPAK: Usulan Kegiatan SPTK diadakan kembali | 8. SPAK: berkoordinasi dengan tim yang terkait, dan
pada Tahun 2027, sehingga memerlukan waktu menyesuaikan dengan ketersediaan data
dan proses kembali dalam pengajuannya, dan
literatur dan bahan dukung teknis bahan
penulisan publikasi terbatas dari media online.

9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Adanya instruksi | 9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Percepatan jadwal
untuk percepatan penghitungan angka rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/ kota
kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2025 dengan BPS Daerah.
kabupaten/kota 2025

Triwulan IV

1. Podes: Sosialisasi hasil Podes 2025 sebagai salah | 1. Podes: Diseminasi hasil Podes 2025 tetap
satu media untuk mendiseminasikan hasil Podes dilakukan melalui cara lain yaitu upload publikasi
tidak dapat dilaksanakan. di website BPS

2. Desa Cantik: (1) Website Desa Cantik yang belum | 2. Desa Cantik: (1) Memberikan feedback Web Desa
bisa dirilis untuk Publik, (2) Proses Penyusunan Cantik yang sudah dibuat dan menunggu kesiapan
Kepka dan Perka memakan waktu reviu Kepka di infrastruktur di Direktorat SIS, (2)
JDIH yang cukup lama, (3) Kendala dalam Mengkomunikasikan melalui WA dengan PIC
menentukan Target Desa Cantik binaan 2026 Hukum untuk follow up proses reviu Kepka dan
karena beberapa daerah tidak sanggup membina Perka, (3) Melakukan konfirmasi usulan Target
3 desa/kelurahan mengingat padatnya kegiatan Desa Cantik binaan tahun 2026.
tahun 2026.

3. SLHI: (1) Beberapa data sektoral dari K/L |3. SLHI: (1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang
mengalami  update, sehingga  mengalami data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025,
perbaikan dan perlu dientri kembali pada Publikasi (2) Melakukan konfirmasi ulang dengan K/L
SLHI 2025 (2) Beberapa data tidak konsisten penyedia data, (3) Meng-update kembali data
dengan tahun sebelumnya, misalnya satuan yang yang tidak konsisten berdasarkan hasil konfirmasi
berubah  atau perbedaan angka  yang dari K/L penyedia data.
melonjak/menurun  tajam, sehingga perlu
konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data.

4. SDLP: (1) Jumlah desa tepi laut 2025 lebih rendah | 4. SDLP: (1) Mengikuti solusi dalam publikasi Podes

—_dibandingkan_jumlah desa tepi laut 2024, secara yaitu memberikan penjelasan catatan di setiap—




Kendala Solusi

(1)

()

logika tidak relevan, namun terjelaskan dengan
tidak dilakukannya pendataan pada 152 desa
karena kendala keamanan dan lainnya dan
ditemukan data sekunder yang tidak konsisten, (2)
Beragam pekerjaan minor dan mayor pada tahap
pengolahan dan analisis, dengan waktu yang
tumpang tindih ditambah dengan pekerjaan
tambahan, baik teknis dan  nonteknis,
berpengaruh terhadap progres pekerjaan. Hal ini
karena adanya perbedaan kapasitas masing-
masing SDM, berpotensi membebani SDM dengan
kapasitas yang mumpuni, (3) Pembatasan waktu
reformat ke dalam Indesign karena berbagi akun
official BPS untuk adobe Indesign, adanya revisi
hasil pengolahan beberapa tabel yang cukup
memberikan tambahan effort dalam aktivitas
reformat ke dalam Indesign.

tabel terkait. Data sekunder yang tidak konsisten
diputuskan  tidak dipakai karena  dapat
menimbulkan misleading bagi pengguna data, (2)
SDM dengan kapasitas yang lebih kuat membantu
SDM dengan kapasitas standar, (3) Melakukan
pembagian waktu yang ketat dalam penggunaan
akun, melakukan pendampingan  melekat
terhadap SDM yang membutuhkan dengan
mengeluarkan effort yang relatif besar sehingga
Pelaksanaan Penyusunan Publikasi Statistik
Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025 dapat
diselesaikan dengan tuntas, baik, dan memberikan
daya tarik khusus di tingkat Lembaga (BPS).

. ALHB: Ada reviu dan perbaikan dari pimpinan dan

diseminasi terbatas waktu dengan jadwal rilis.

. ALHB:

Menyegerakan melakukan perbaikan
sehingga publikasi bisa dirilis tepat waktu.

. Statkrim: Data statistik peradilan pidana yang

bersumber dari K/L belum seluruhnya tersedia
hingga batas akhir penyusunan publikasi.

. Statkrim:

Pembahasan mengenai statistik
peradilan pidana tidak ditampilkan dalam
publikasi Statistik Kriminal, dan dialihkan untuk
disajikan dalam Laporan Kegiatan Data Tunggal
Statistik Kriminal (DTSK) Tahun 2025.

. Statpol: (1) Ketersediaan data, khususnya data

Pilkada tahun 2005 sampai dengan 2013, (2) Data
hasil Pilkada merupakan isu sensitif belakangan
ini, khususnya data yang mencakup identitas
pasangan calon kepala daerah, (3) Minimnya
dokumentasi proses Pilkada sebelum tahun 2024
(4) Terbatasnya akun Indesign yang resmi
sehingga layouting hanya dapat dikerjakan oleh 1
orang.

. Statpol: (1) Menyajikan data Pilkada yang tersedia

di KPU dan ditambah dengan data dari berbagai
media, (2) Konsultasi dengan Bawaslu dan DKPP
terkait data terkait identitas pasangan calon
kepala daerah yang dapat disajikan pada publikasi,
(3) Mengajukan permintaan dokumentasi Pilkada
tahun 2015-2020 ke Bawaslu RI, (4) Menggunakan
aplikasi Indesign Portable yang tidak resmi.

. SPAK: Reviu publikasi Analisis Petty Corruption

dari pimpinan melewati batas tanggal upload
publikasi pada Simotik.

. SPAK: Karena non ARC, publikasi masih aman

dapat di-upload pada bulan Desember.

. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di

Indonesia: (1) Kompleksitas indikator karakteristik
kemiskinan (pendidikan, pekerjaan, kondisi
perumahan, akses layanan dasar) menuntut
kehati-hatian dalam pemilihan variabel agar
selaras dengan konsep dan definisi statistik resmi,
(2) Diperlukannya pencermatan berlapis untuk
memastikan konsistensi angka, konsep, definisi,
dan narasi analisis antara bab, tabel, dan
infografik, sehingga proses finalisasi
membutuhkan waktu yang relatif panjang.

. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di

Indonesia: (1) Menyusun prioritas indikator
karakteristik kemiskinan yang paling relevan dan
sering digunakan dalam analisis kebijakan, dengan
tetap mengacu pada konsep dan definisi BPS, (2)
Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian
peran yang jelas antara penulis dan penelaah,
serta  penerapan rolling  review  untuk
mempercepat konsolidasi masukan.

10.Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/

Kota: (1) Semakin menurunnya tingkat kemiskinan

__di_sejumlah—-kabupaten/kota berdampak pada

10.Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota:
(1) Menerapkan pengendalian kualitas estimasi

karakteristik|

dengan menjadikan indikator




Kendala

(1)

&

et

Solusi

()

semakin kecilnya jumlah sampel rumah tangga
miskin dalam data Susenas Maret 2025. Kondisi ini
menyebabkan meningkatnya Relative Standard
Error (RSE) pada beberapa indikator karakteristik
kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, sehingga

kemiskinan yang memiliki nilai Relative Standard
Error (RSE) tidak memenuhi kriteria sebagai NA
(Not Available), (2) Mengoptimalkan koordinasi
melalui pembagian peran yang jelas antara penulis
dan penelaah, serta penerapan rolling review

——

membatasi ketajaman analisis dan ruang
interpretasi hasil, khususnya untuk wilayah
dengan tingkat kemiskinan relatif rendah, (2)
Diperlukannya pencermatan berlapis untuk
memastikan konsistensi angka, konsep, definisi,
dan narasi analisis antara bab, tabel, dan
infografik, sehingga proses finalisasi
membutuhkan waktu yang relatif panjang.

untuk mempercepat konsolidasi masukan.

Rencana Tindak Lanjut
Untuk rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.
1. Podes:
a. Triwulan |
Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah (jadwal kegiatan, alokasi petugas
dll), rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan
Kuesioner Podes 2026, penyusunan buku pedoman Podes 2026, penyusunan bahan
ajar Podes 2026, dan penyusunan QG Podes 2026.
b. Triwulan Il
Workshop Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas, dan
Pengumpulan Data.
¢. Triwulan lll
Evaluasi Data, dan Pengolahan Podes serta IKG.
d. Triwulan IV
Finalisasi data Podes, dan Penyusunan publikasi Podes.

2. Descan:
a. Triwulan |
Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa
Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).
b. Triwulan Il

Monitoring Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026

kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).
¢. Triwulan lll

Uji Coba CAWI dan Dashboard Penilaian Desa Cantik 2026, Sosialisasi Penilaian Desa

Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian Desa Cantik di

Provinsi, Desk Evaluation, Field Evaluation, Pleno Penilaian Akhir Desa Cantik; dan




Sy e N NN
e

Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan
Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

d. Triwulan IV
Pemeriksaan Output Desa Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web
Desa Cantik, Pembuatan Kepka Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa
Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

3. SLHI:

a. Triwulan |
Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026.

b. Triwulan Il
Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik
Lingkungan Hidup Indonesia 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L,
Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, dsb), Melakukan
zoom meeting dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi
mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2026, dan Terselesaikannya perpanjangan PKS
antara BPS dengan BMKG.

c. Triwulan llI
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi
SLHI 2026, Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan Melakukan
pemeriksaan data pada Publikasi SLHI 2026.

d. Triwulan IV
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi
SLHI 2026, Rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027,
dan Melakukan rilis Publikasi SLHI 2026.

4. SDLP:

a. Triwulan |
Melaksanakan evaluasi tahap persiapan SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan
SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengumpulan data SDLP 2025 untuk
persiapan penyusunan SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengolahan dan
analisis data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026, dan melaksanakan
reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan
SDLP 2026.

b. Triwulan Il
Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan
pesisir serta Persiapan tema, outline, dan narasi publikasi, penguatan aplikasi SISLH
2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik, pengumpulan
data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis tematik, dan
penyusunan template publikasi.

c. Triwulan Il
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Lanjutan perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut

dan pesisir serta penyusunan publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat
pusat, pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS
memberikan anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4),
pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya
(kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil
pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), melanjutkan draf narasi/analisis
tematik/menyusun infografis, memfinalkan template publikasi, dan melaksanakan
penyusunan publikasi.
d. Triwulan IV

Lanjutan pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian
informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran,
lanjutan periode pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia
anggarannya, lanjutan pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder
(evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf narasi/analisis  tematik/infografis,
melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam diseminasi kegiatan penyusunan
publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi internal, dan finalisasi
publikasi.

5. ALHB:

a. Triwulan |
Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026.

b. Triwulan I
Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026,
menyiapkan surat permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan
publikasi (dummy table, dsb), dan melakukan zoom meeting dengan K/L terkait
untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi
ALHB 2026.

c. Triwulan I
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi
ALHB 2026, melakukan entri data pada Publikasi ALHB 2026, dan melakukan
pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026.

d. Triwulan IV
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi
ALHB 2026, rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB
2026, dan melakukan rilis Publikasi ALHB 2026.

6. Statkrim:
a. Triwulan |
Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat
kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik
Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026.
/F:ﬂ Triwulan Il
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Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik
Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L dan daerah, menyiapkan
kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, outline publikasi, dsb), dan
melakukan reviu dan perancangan web entry dalam rangka pengumpulan data
kriminal 2026.

c. Triwulan Il
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi
Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi Statistik Kriminal
2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal 2026.

d. Triwulan IV
Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan dan
finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026.

7. Statpol:

a. Triwulan |
Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat
kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik
Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026.

b. Triwulan Il
Koordinasi dengan sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan
lebih awal sebelum 30 Juni 2026.

¢. Triwulan I
Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan sebagai
dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026.

d. Triwulan IV
Mengajukan penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat
penyusunan publikasi Statistik Politik 2026.

8. SPAK:

a. Triwulan |
Persiapan kegiatan SPAK 2026.

b. Triwulan I
Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dapat
dilaksanakan di antaranya penyusunan Quality Gates SPAK 2026, dan Pengumpulan
data.

c. Triwulan Il
Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dilaksanakan
adalah pengolahan dan pemeriksaan data SPAK.

d. Triwulan IV
Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan yang dilaksanakan adalah
pengumpulan data SPAK 2026 dan penyusunan publikasi IPAK 2026.




9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia:

a. Triwulan |
Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar
periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan
demografis.

b. Triwulan Il
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka
kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil
pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional.

¢. Triwulan llI
Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk
keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu sintaks
pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan
hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan
karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik
kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (cover) Publikasi Penghitungan dan
Analisis Kemiskinan Makro.

d. Triwulan IV
Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Penghitungan dan Analisis
Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah naskah Publikasi
Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui Simotik.

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota:

a. Triwulan |
Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar
periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan
demografis.

b. Triwulan I
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka
kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil
pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional.

c. Triwulan Il
Reviu kembali sintaks pengolahan (disesuaikan dengan kuesioner terupdate),
pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka
kemiskinan kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota
2026 dengan BPS Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota
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kabupaten/kota 2026, dan penyusunan draf publikasi Data dan Informasi
Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026.

. Triwulan IV

Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data
Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik.

10. Rilis Kemiskinan Juli:

a. Triwulan |

Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan
program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro
Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan.

. Triwulan Il

Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah,
permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan
rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS
Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

. Triwulan llI

Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan
pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

. Triwulan IV

Kegiatan telah selesai di triwulan III.

11. Rilis Ketimpangan Juli:
a. Triwulan |
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Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan
program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro
Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan.

. Triwulan Il

Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah,
permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan
rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS
Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

. Triwulan Il

Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan
‘wmgunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.
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d. Triwulan IV

Kegiatan telah selesai di triwulan lll.

2) Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga mengupayakan penguatan statistik
sektoral K/L/D/I sebagai perwujudan peningkatan pelayanan prima dalam
penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial. Pada tahun 2025, Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial memiliki target sebanyak 6 K/L/D/I untuk dibina. Adapun ke-6
K/L/D/I yang menjadi target tersebut adalah:

1. Kejaksaan Agung RI;

2. Kepolisian Negara RI;

3. Kementerian Sosial;

4. Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kementerian Desa dan PDT;

6. Kementerian Transmigrasi.

Indikator kinerja sasaran Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah merupakan indikator komposit dari 2
variabel pembentuk, yaitu: 1. Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar
(80 persen) dan 2. Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam
penyelenggaraan statistik Sektoral. (20 persen).

Berdasarkan penilaian dari sekretariat PSS, pada tahun 2025 Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial mendapatkan nilai TPSS yang cukup bagus yaitu sebesar 106,67 poin.
Sedangkan persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam
penyelenggaraan statistik Sektoral, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan
1.94 persen.

Berdasarkan nilai di atas, maka Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin,
sedangkan target hanya 64,39 poin. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 adalah sebesar 120 persen.

Dalam mencapai sasaran ini, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menghadapi
beberapa kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat
dilihat pada Tabel 3.5.




Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Kendala

(1)

Solusi

()

Triwulan |

1. Kejaksaan Agung RI: a. Jadwal antara BPS dan
K/L yang bentrok sehingga terkadang realisasi
pelaksanaan mundur dari jadwal vyang
direncanakan. b. Tidak adanya anggaran untuk
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

1. Kejaksaan Agung RI: a. Peran aktif dari BPS untuk
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kejaksaan Rl untuk menjadwalkan pembinaan. B.
Pelaksanaan pembinaan secara daring atau
menggunakan anggaran dari K/L.

2. Kepolisian Negara RI: a.

Kurangnya dukungan
dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan
(identifikasi kegiatan statistik dan penentuan
kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi
terhambat. b. Tidak adanya anggaran untuk
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

2. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kepolisian Rl untuk menjadwalkan pembinaan. d.
Pelaksanaan pembinaan secara daring atau
menggunakan anggaran dari K/L.

3. Kemensos: a. Tidak tersedianya anggaran untuk

melakukan pembinaan secara langsung ke K/L
lokus binaan. b.  pelaksanaan kegiatan harus
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur
dari jadwal yang sudah direncanakan.

3. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus
berkoordinasi dan  berkomunikasi dengan
Kementerian  Sosial untuk  menjadwalkan
pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara
daring atau menggunakan anggaran dari
Kementerian Sosial.

4, KPK: a.

Tidak tersedianya anggaran untuk
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L
lokus binaan. b. Pelaksanaan kegiatan harus
menyesuaikan  dengan jadwal K/L, sehingga
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur
dari jadwal yang sudah direncanakan.

4. KPK: a. peran aktif dari BPS untuk terus
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK
untuk menjadwalkan pembinaan. b. pelaksanaan
pembinaan secara daring atau menggunakan
anggaran dari KPK.

5. Kemendes dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran

untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di
Anggaran BPS maupun KL. b. Pelaksanaan kegiatan
pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit
walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun
sejauh ini masih masuk timeline.

5. Kemendes dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kementerian Desa PDT untuk menjadwalkan
pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara
daring.

6. KemenTranmigrasi: a.

Tidak tersedia anggaran
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di
Anggaran BPS maupun KL. b. Merupakan
kementerian baru yang belum banyak tahu terkait
kegiatan EPSS tahun sebelumnya. c. Karena
kementerian baru, belum mempunyai akun
khusus untuk mengakses indah (metadata, SDS)
dan Romantik. D. Pelaksanaan kegiatan
pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit
walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun
sejauh ini masih masuk timeline.

6. KemenTranmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kementerian Transmigrasi PDT  untuk
menjadwalkan pembinaan. b. Pelaksanaan
pembinaan secara daring atau menggunakan
anggaran dari K/L.

Triwulan 11

1. Kejaksaan Agung: a. Jadwal antara BPS dan K/L

_yang bentrok sehingga terkadang realisasi
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—pelaksanaan —mundur dari jadwal yang

1. Kejaksaan Agung: a. Peran aktif dari BPS untuk
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan

Kejaksaan RI untuk menjadwalkan pembinaan, |




Kendala Solusi

(1)

()

direncanakan b. Tidak adanya anggaran untuk
pelaksanaan  pembinaan  statistik  sektoral
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS
tersedia untuk kegiatan di bulan Juni.

b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau
menggunakan anggaran dari Kejaksaan, c.
Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan
mengunjungi Kejaksaan ketika anggaran sudah
tersedia.

2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan dari
pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan
(identifikasi kegiatan statistik dan penentuan
kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi
terhambat. b. Tidak adanya anggaran untuk
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bulan
April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan
di bulan Juni

. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk

terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kepolisian RI  untuk menjadwalkan
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara
daring atau menggunakan anggaran dari
Kepolisian, c. Pelaksanaan pembinaan secara
luring dengan mengunjungi Kepolisian ketika
anggaran sudah tersedia.

3. Kemensos: a. Tidak tersedianya anggaran untuk
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L
lokus binaan anggaran PSS bulan April-Mei.
Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan
Juni b. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi
pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang
sudah direncanakan.

. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus

berkoordinasi dan  berkomunikasi dengan
Kementerian Sosial untuk menjadwalkan
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara
daring atau menggunakan anggaran dari
Kementerian Sosial, c. Pelaksanaan pembinaan
secara luring dengan mengunjungi Kementerian
Sosial ketika anggaran sudah tersedia

4. KPK: a. Tidak tersedianya anggaran untuk
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L
lokus binaan, anggaran PSS tersedia untuk
kegiatan di bulan Juni, b. Pelaksanaan kegiatan
harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur
dari jadwal yang sudah direncanakan.

. KPK: a. Peran aktif dari BPS untuk terus

berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK
untuk  menjadwalkan pembinaan, b.
Pelaksanaan pembinaan secara daring atau
menggunakan anggaran KPK saat anggaran belum
tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring
dengan mengunjungi KPK ketika anggaran sudah
tersedia.

5. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS
tersedia untuk kegiatan di bulan Juni b.
Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus
menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen
data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk
timeline

. Kemendesa dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk

terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kementerian Desa PDT untuk menjadwalkan
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara
daring saat anggaran belum tersedia, C.
Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan
mengunjungi Kementerian Desa PDT ketika
anggaran sudah tersedia

6. Kementransmigrasi: a. Tidak tersedia anggaran
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral
bulan April-Mei. B. Anggaran PSS tersedia untuk
kegiatan di bulan Juni c. Merupakan kementerian
baru yang belum banyak tahu terkait kegiatan
EPSS tahun sebelumnya d. Karena kementerian
baru, belum mempunyai akun, khusus untuk
mengakses indah (metadata, SDS), e. Pelaksanaan
kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal

|____unit walidata, unit produsen data dan tim BPS,

. Kementransmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk

terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
Kementerian Transmigrasi untuk
menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan
pembinaan secara daring saat anggaran belum
tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring
dengan mengunjungi K/L ketika anggaran sudah
tersedia.
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. Kejaksaan Agung: Pelaksanaan kegiatan harus
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan
mundur dari jadwal yang sudah direncanakan

. Kepolisian Negara Rl: a. Kurangnya dukungan
dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan

menjadi terhambat, b. Pelaksanaan kegiatan

harus menyesuaikan dengan jadwal K/L,
sehingga terkadang realisasi pelaksanaan
kegiatan mundur dari jadwal yang sudah

direncanakan

1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan K/L untuk menjadwalkan
pembinaan

. KPK: pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi
pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang
sudah direncanakan

. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS

tersedia untuk kegiatan di bulan Juni, b.
Pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  harus
menyesuaikan jadwal unit walidata, unit

produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini
masih masuk timeline

. KemenTransmigrasi: pelaksanaan kegiatan harus
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga

2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan
mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak
memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan
secara daring

terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan
mundur dari jadwal yang sudah direncanakan
Triwu

lan IV

. Pelaksanaan

kegiatan harus menyesuaikan
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi
pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang
sudah direncanakan.

1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan Kepolisian Rl untuk
menjadwalkan pembinaan.

. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang
mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat
dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia

2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan
mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak
memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan

anggaran fullday.

secara daring.

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja berupa Rencana Tindak Lanjut yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

a. Triwulan | tahun 2026:
Perencanaan kegiatan pembinaan

b. Triwulan Il tahun 2026:
1.

Melakukan monev mandiri semester 1;

statistik sektoral tahun 2026.

Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral;




3. Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK.

c. Triwulan Il tahun 2026:
1. Mengikuti Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL);
2.  Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK.

d. Triwulan IV tahun 2026:
1. Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK;
2. Melakukan monev mandiri semester 2.

3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target
Renstra

Direktorat Hansos memiliki empat sasaran kegiatan dengan empat IKU pada Renstra 2025-
2029 yaitu:

a. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial
yang Berkualitas, dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial
yang Berkualitas”;

b. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator
Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Persentase Indikator
Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan
Sosial yang Menjadi Statistik Resmi”;

c. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga
Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan
Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial”;

d. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk
Menghasilkan Statistik Berkualitas dengan IKU “Persentase Kumulatif Desa yang
Berpredikat Desa Cinta Statistik”.

Dari empat sasaran tersebut, hanya dua sasaran kegiatan yang menjadi target yang akan
dicapai pada tahun 2025, yaitu sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 3, di mana target
kedua sasaran tersebut menjadi target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025.
Ketercapaian kedua sasaran tersebut terhadap target renstra disajikan pada Tabel 3.6.




Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target
Renstra

Capaian Capaian

Sasaran Program/Sasaran Target Target Realisasi | Terhadap Terhadap

) ) .. Satuan
Kegiatan/ Indikator Kinerja 2025*%) 2029%*) 2025 Target Target 2029
2025 (%) (%)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya penyediaan Data dan
Insight Statistik Ketahanan Sosial
yang berkualitas

100

100

Persentase Publikasi/Laporan
Statistik Ketahanan Sosial yang
Berkualitas

Persen

100

100

100

100

100

Terwujudnya Pembinaan Statistik
Sektoral Kementerian/ Lembaga
Mitra Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial

120

112,2

Tingkat keberhasilan
Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial Tingkat Keberhasilan
Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial

Poin

64,39

76,40

85,72

120

112,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan

Sosial yang Berkualitas capaian kinerja sudah tercapai 100 persen, bahkan untuk indikator
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
targetnya sudah melebihi dari target tahun 2029. Pada tahun 2029 target hanya 76,40 poin
tetapi realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 sudah tercapai seperti yang dituangkan
dalam PK Direktorat Statistik Sosial 2025 dan sejalan juga dengan target renstra tahun 2025.

Beberapa faktor pendorong pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam mencapai
target yaitu Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan
lembaga nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru.
Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank
dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, United Nations Crime Trend Survey (UN CTS) dan
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghasilkan data statistik
kriminal, dan sebagainya.

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang
mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang
menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara

/—Mrwa\ng dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung
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antara lain gini ratio, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi
Indonesia (IDl), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang
mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek
Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya yang mumpuni di Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan keahlian serta keterampilan khusus
yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan, baik yang bersifat rutin
seperti pelaksanaan kegiatan survei maupun penyusunan publikasi, kegiatan ad-hoc maupun
keterlibatan pegawai sebagai perwakilan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menjadi
narasumber maupun partisipan dalam beberapa forum internasional (UNESCAP, UNSC,
SESRIC, dan UN expert group meeting, working group, dan lain sebagainya);

Yang keempat yaitu melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Pada awal
tahun dilakukan identifikasi kegiatan tahun 2025. Setelah identifikasi kegiatan kemudian
dibentuk tim, yang anggota tim tidak ada tumpang tindih, sehingga ketua tim dapat mengatur
anggotanya secara penuh. Semua tim segera menyusun jadwal rancangan kegiatan yang akan
dilakukan selama setahun.

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target yaitu:

1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap data;

2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial
secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight;

3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau
independensi yang diragukan;

4. Ketidaksepahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi
SSN;

5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat
menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar;

6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya
frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja;

7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal
sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut;

8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun
jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

A. Output yang sudah dihasilkan per prioritas

1. Output salah satu Prioritas Presiden: Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan




penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Berdasarkan hasil penghitungan
terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup
signifikan seperti digambarkan dalam Tabel berikut.
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Keterangan:

- Sumber perkembangan miskin ekstrem (USS2.15, 2017 PPP) 2020-2024 adalah pip.worldbank.org/country-profiles/IDN
- *) Merupakan estimasi BPS menggunakan metode Bank Dunia

Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-
2025

2. Output Pembinaan Statistik Sektoral (Prioritas Nasional)

Konsultasi dan Asistensi Analisis Data Kriminal;

Pembinaan Satu Data Indonesia;

Pembinaan Proses Bisnis;

Pembinaan Kelembagaan;

Pembinaan Sistem Statistik Nasional;

Pembinaan Kualitas Data;

Pembinaan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik Kementerian Sosial;
Pembinaan Romantik di Kemendes dan PDT;
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Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral dan Persiapan Evaluasi Pembinaan
Statistik Sektoral (EPSS) 2026;
j- Menyusun Laporan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025.

4. Makan Bergizi Gratis
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara
lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi
pelaksanaan lapangan.

5. Output Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Prioritas Nasional)
Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, ikut terlibat dalam Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa
KLD seperti Kemensos, Kemendesa dan PDT, BKN, Korlantas polri, Provinsi Maluku Utara,




a. Kemensos: memberikan support dalam melakukan verifikasi keluarga ataupun ground
check, yang datanya akan dipergunakan sebagai data pembaharuan DTSEN;

b. Kemendesa dan PDT: meminta dan menerima data yang dimiliki oleh kemendesa dan
PDT yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN;

c. BKN dan Korlantas Polri: meminta data dari kedua Lembaga tersebut yang dipergunakan
untuk memperkaya variabel DTSEN, tetapi sampai saat ini belum berhasil;

d. Provinsi Maluku Utara, dan NTB: membantu pemerintah dalam melakukan
pemutakhiran DTSEN, dan sampai saat ini masih berlangsung.

B. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut per prioritas

1. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem ini menghadapi
beberapa kendala teknis:

a. Perubahan metodologi Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem pada
level internasional mengharuskan BPS mempelajari secara mendalam dan
menyesuaikan perubahan tersebut ke dalam penghitungan kemiskinan ekstrem di
level nasional;

b. Konsep penghitungan kemiskinan ekstrem Bank Dunia kini mengakomodasi perbedaan
temporal dan spasial. Untuk perbedaan temporal (temporal differences), Bank Dunia
menggunakan Consumer Price Index (CPl) agar garis kemiskinan yang digunakan tetap
bersifat absolut dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk perbedaan spasial (spatial
differences), Bank Dunia menerapkan spatial deflator yang dibentuk dari informasi
pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga pada level kabupaten/kota.
Dalam penerapannya, BPS menghadapi kendala karena Bank Dunia menggunakan
perubahan CPI March-to-March (year-on-year), sedangkan pelaksanaan SUSENAS
Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025 sebagai bentuk antisipasi perubahan pola
konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan yang jatuh pada Maret 2025.
Perbedaan waktu ini berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian teknis dalam
penggunaan CPI;

c. Mulai tahun 2025 Bank Dunia telah menggunakan garis kemiskinan ekstrem terbaru,
yaitu USS3,00 PPP 2021, menggantikan garis sebelumnya USS2,15 PPP 2017.
Pergeseran standar ini memerlukan adaptasi teknis tambahan dalam proses
penghitungan;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, berikut berbagai solusi yang telah
dilakukan:

a. BPS secara intensif berkonsultasi dengan Bank Dunia guna memperoleh kejelasan
teknis terkait metodologi terbaru, sekaligus membahas penyesuaian yang diperlukan
akibat pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 yang dilakukan pada bulan Februari. Hasil
konsultasi ini memperkaya kapasitas teknis tim BPS dalam penghitungan kemiskinan
ekstrem dan menghasilkan kesepakatan terkait penyesuaian CPI serta komponen lain
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perwakilan BPS Provinsi pada kegiatan Rekonsiliasi Penghitungan Kemiskinan
Kabupaten/Kota 2025. Sosialisasi ini penting agar seluruh satuan kerja memahami
metodologi baru, mampu menerapkannya secara konsisten.

Hasil dari rangkaian konsultasi dan sosialisasi tersebut meningkatkan kapasitas teknis
tim BPS serta memastikan adanya kesepahaman nasional dalam menerapkan metodologi
penghitungan kemiskinan ekstrem yang terbaru.

Sementara itu, sebagai tindak lanjutnya direncanakan beberapa hal berikut:

a. Melakukan penyesuaian terhadap komponen penghitungan kemiskinan ekstrem,
khususnya spatial deflator dan CPI, agar selaras dengan kondisi dan ketersediaan data
Susenas 2026;

b. Melakukan penyesuaian khusus untuk penghitungan kemiskinan ekstrem periode
September, mengingat spatial deflator pada level kabupaten/kota hanya dapat
dihitung menggunakan data Susenas Maret 2025 sehingga diperlukan pendekatan
teknis tambahan untuk menjaga konsistensi penghitungan pada periode tersebut.

2. Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa
kendala di antaranya:
a. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang
realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan;
b. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak
dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran fullday.

Solusi:

a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian
Rl untuk menjadwalkan pembinaan;

b. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L
tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) : Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun

2026.

3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tercatat menorehkan prestasi yakni
di antaranya mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam Pelaksanaan EPSS BPS
pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon Il BPS Pusat. Penghargaan tersebut

diserahkan Kepala BPS pada bulan November 2025.




Gambar 3.4 Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik
Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon 1l BPS Pusat

Sementara itu, pada 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berinovasi dengan
menghasilkan beberapa terobosan berikut:
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Gambar 3.5 Interface Web Infra Podes 2025

1. Web Infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes. Web ini dapat
membantu meringankan beban petugas Podes dalam mengumpulkan data infrastruktur di
desa dan mendapatkan data infrastruktur yang lebih lengkap (tagging lokasi infra). Inovasi
ini mulai diterapkan pada tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh internal unit
kerja/satker dan BPS secara keseluruhan. Inovasi web infra ini telah digunakan oleh
K/L/satker/unit kerja lain untuk mendukung pekerjaannya. Berikut adalah link dan
penggambaran inovasi web infra Podes https://infrastruktur.web.bps.qgo.id/.



https://infrastruktur.web.bps.go.id/
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2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Inovasi ini bermanfaat untuk: (1) Menghemat sumber daya manusia; (2) Menghemat waktu;
(3) Efisiensi anggaran. Bekerja sama dengan Bappenas dan menggunakan intelligent media
analytics (IMA) yang fasilitasnya dimiliki Pusdatin Bappenas. Penggunaan big data dalam IDI
ini mulai diterapkan pada 2025 untuk menghitung IDI 2024. Penerima manfaat inovasi IDI
antara lain, internal unit kerja/satker seperti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, DAPS
(untuk data Indeks HAM), maupun BPS secara keseluruhan, dan KL lain di antaranya
Kemenkopolkam (IKU Kemenkopolkam), Bappenas (RPJMN, RPJPN, RKP, SDG's),
Kemendagri (IKU Kemendagri), Kementerian HAM (RPJMN), dan Pemda (IKU Gubernur,
RPJMD), maupun Perguruan tinggi, lembaga kajian sosial politik, NGO. Inovasi ini telah
direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain seperti Kementerian HAM yang menggunakan
teknik pengumpulan data yang digunakan oleh IDI dalam mengumpulkan data Indeks HAM
(rilis 15 Desember 2025). Berikut adalah tautan bukti dukung replikasi
https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-

indeks-ham-indonesia.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya,
tidak semua pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan
efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun
2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000 dengan realisasi sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen).
Realisasi anggaran menurut rincian output dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 Menurut Rincian Output

Pagu yang Persentase Realisasi
Rincian Output dapat Realisasi (Rp) terhadap Pagu yang
Digunakan (Rp) dapat Digunakan (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2907.BDB.100 Fasilitasi dan 44.466.000 31.390.000 70,59
Pembinaan Lembaga
2 2907.BMA.006 1.543.958.000 1.312.544.440 85.01

Publikasi/Laporan Statistik
Ketahanan Sosial

3 2907.BMA.008 80.992.000 68.331.509 84,37
Publikasi/Laporan Pendataan

Podes

1.669.416.000 1.412.265.949 84,60



https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia
https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia

Bila dilihat dari rincian output, maka berdasarkan Tabel 3.7, persentase realisasi tertinggi
pada rincian output Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial dan terendah pada output
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga .Terdapatnya anggaran yang realisasinya tidak mencapai 100
persen disebabkan adanya kebijakan yang membatasi revisi antar akun sehingga sisa anggaran
narasumber dan belanja bahan yang ada tidak dapat direvisi dan berdampak pada tidak
optimalnya penyerapan anggaran. Meskipun demikian Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
tahun 2025 tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dengan
membandingkan Capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut dapat diperoleh nilai efisiensi
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025, seperti yang disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Tabel Efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Menurut

Sasaran dan Total

Sasaran Program/Sasaran | Satu | Target | Rea | Capaian | PAGUyang | Realisasi | Persenta | Efisien
Kegaitanf Indikator Kinerja | an | 2025* | lisa | Terha dapat Anggaran se si**)
) 5i 20 dap digunakan | 2025(Rp) | Realisasi
25 | Targer | 2025(Rp) Angga
2025 (%) ran 2025
| (2)
i:1:i5 dan Irsight Statiztih
ata dan Insight S1atis
Ketahanan Sogial yang 100 1624850000 | MIBOBIISE ] oo 1,18
Barhualitas
Eerssniass,
E@Mﬁsﬁﬂm&
n Shatist
Ketahanan Eerzen | 100 e 1 1624950000 | japnprsaen | T 1A%
Seslalvang
Berkuali tas
21.3 Tepwujudny Pembinsan
Statistik Sektoga] Bementeran/ 120 4,466,000 NILO000 | jpsg 1,70
Lembaga, Mitra Direktorat
53!5% Ketahanan Sosial
Tinghat
Pembinaan
Flatistik Sekiogal
Direkiorat Poin 6430 | 8572 120 44 466,000 NIGO000 | gney 170
Sfatistiz
Ketahanan
§pslal
Total 110 LE60A16.000 | 1412.265.949 | B4.60 130

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir
**%) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat ditunjukkan bahwa nilai efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial tahun 2025 mencapai lebih dari 1, baik untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja
Direktorat maupun totalnya. Ini berarti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah efisien dalam
penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya. Adapun upaya-upaya efisiensi yang dilakukan
oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 yaitu:
1. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara online pada kegiatan Desa Cantik;




Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan
statistik sektoral dilakukan secara daring/online meeting;

Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara
online;

Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain;

Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk
peserta KL tersebut;

Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal;
Rate paket meeting yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta
dapat terpenuhi.
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4.1 Kesimpulan

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai
kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan
penyelenggaraan statistik di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Dari sisi capaian kinerja, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 secara rata-
rata mencapai 110,00 persen, naik 2 persen dari pencapaian 2023 dan 2024 yang mencapai 108
persen. Pada sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan
Sosial yang Berkualitas” diperoleh realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100
persen. Sedangkan realisasi pada sasaran kegiatan dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan
Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” sebesar 85,72 poin dengan capaian
kinerja mencapai 120 persen. Sementara itu dengan nilai SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial tahun 2025 sebesar 74,60, untuk ukuran Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 diperoleh NKO rata-rata sebesar 94,5 atau predikat baik
untuk seluruh sasaran.

Jika dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja unit kerja lain pada Eselon Il yang sama
pun, capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial lebih tinggi dibanding rata-rata capaian
kinerja pada lingkup DBSS yang sebesar 108,41 persen. Adapun bila dibandingkan terhadap
target Renstra 2025-2029 adalah capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase
Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” mencapai 100 persen baik
terhadap target 2025 maupun 2029. Sedangkan capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU
“Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial”
mencapai 120 persen terhadap target tahun 2025 dan mencapai 112,2 persen terhadap target
tahun 2029.

Beberapa Kegiatan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang termasuk Prioritas Nasional,
Presiden, maupun Isu Strategis terdiri dari Penghitungan Kemiskinan Ekstrem dan Pembinaan
Statistik Sektoral. Adapun output kegiatan tersebut di antaranya: adanya penurunan persentase
penduduk miskin ekstrem dibanding tahun 2024. Sementara untuk kegiatan PSS, output tahun
ini sama dengan tahun sebelumnya tetapi penilaiannya berbeda. Pada tahun ini penilaiannya
adalah Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral dan Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial mendapatkan nilai sebesar 85,72 poin.

Pagu total anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum
pada PK sebesar Rp7.012.174.000. Dengan adanya kebijakan efisiensi untuk semua K/L, anggaran
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hanya sebesar Rp1.669.416.000. Realisasi anggaran total sebesar Rp1.412.265.949 (84,60
persen). Pagu anggaran yang dapat digunakan untuk IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik
Ketahanan Sosial yang Berkualitas” sebesar Rp1.624.950.000 dengan realisasi sebesar Rp.
1.380.875.949 (84,98 persen). Adapun untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik
Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” dengan pagu yang dapat digunakan sebesar
Rp.44.466.000 dan realisasinya Rp31.390.000 (70,59 persen). Karena realisasi anggaran lebih
kecil dibandingkan capaian kinerjanya baik per sasaran maupun total sehingga diperoleh nilai
efisiensi lebih dari satu maka dapat dinyatakan bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah
efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya dengan berbagai upaya efisiensi

yang sudah dilaksanakan selama triwulan I-1V tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026 triwulan I-IV adalah sebagai berikut.

A. RTLuntuk IKU “Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”
adalah sebagai berikut:

1. Podes: (1) Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah; rapat Interkementerian
tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan kuesioner, buku pedoman, dan
bahan ajar dan QC Podes 2026; (2) Pelatihan Podes (Workshop Intama, Pelatihan Innas,
Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas) dan Pengumpulan Data; (3) Evaluasi Data dan
Pengolahan Podes serta IKG.; dan (4) Finalisasi data Podes serta Penyusunan publikasi
Podes.

2. Descan: (1) Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 ; (2) Monitoring Pelaksanaan Program
Desa Cantik 2026; (3) Uji Coba CAWI dan Dashboard Penilaian Desa Cantik 2026,
Sosialisasi Penilaian Desa Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian
Desa Cantik di Provinsi, Desk Evaluation, Field Evaluation, Pleno Penilaian Akhir Desa
Cantik; dan Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 ; (4) Pemeriksaan Output Desa
Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web Desa Cantik, Pembuatan Kepka
Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Desa Cantik
2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke
IKU lain terkait Desa Cantik).

3. SLHI: (1) Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026; (2) Rapat pengumpulan
data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L,
Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, dsb), Melakukan zoom
meeting dengan K/L terkait untuk koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan
Publikasi SLHI 2026, dan Terselesaikannya perpanjangan PKS antara BPS dengan BMKG;
(3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026,
Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan pemeriksaan data pada Publikasi
SLHI 2026.; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI

2026, Rapat evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, dan Melakukan rilis
__————— Publikasi SLHI 2026.
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SDLP: (1) Melaksanakan evaluasi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan
analisis, reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan
penyusunan SDLP 2026; (2) Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik
sumber daya laut dan pesisir serta Persiapan tema, outline, dan narasi publikasi,
penguatan aplikasi SISLH 2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi
Statistik, pengumpulan data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis
tematik, dan penyusunan template publikasi; (3) Lanjutan perencanaan dan desain
kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan
publikasi,  pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, pencarian
informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggarannya
(kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pencarian informasi di instansi
di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu
TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi),
melanjutkan draf narasi/analisis tematik/menyusun infografis, memfinalkan template
publikasi, dan melaksanakan penyusunan publikasi; (4) dan Lanjutan pengumpulan data
sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian informasi/verifikasi/studi
mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, lanjutan periode pencarian
informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya, lanjutan pengolahan
data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf
narasi/analisis tematik/infografis, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam
diseminasi kegiatan penyusunan publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi
internal, dan finalisasi publikasi.

ALHB: (1) Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026 (2) Rapat
pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, menyiapkan surat
permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table,
dsb), dan melakukan zoom meeting dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan
diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi ALHB 2026; (3) Rapat pengolahan dan
pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, melakukan entri data pada
Publikasi ALHB 2026, dan melakukan pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026; dan
(4) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026,
rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, dan
melakukan rilis Publikasi ALHB 2026.

Statkrim: (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat kegiatan
Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan
Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026; (2) Rapat pengumpulan
data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan
data ke K/L dan daerah, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table,
outline publikasi, dsb), dan melakukan reviu dan perancangan web entry dalam rangka
pengumpulan data kriminal 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk
penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi

Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal




_h_ﬂ(;:‘viu kembali sintaks pengolahan (disesuaikan dengan kuesioner ter-update),

2026; dan (4) Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan
pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026.

Statpol: (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat kegiatan
Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan
Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026; (2) Koordinasi dengan
sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan lebih awal sebelum 30
Juni 2026; (3) Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan
sebagai dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026; dan Mengajukan
penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat penyusunan
publikasi Statistik Politik 2026.

SPAK: (1) Persiapan kegiatan SPAK 2026; (2) Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan
maka kegiatan SPAK yang dapat dilaksanakan di antaranya penyusunan Quality Gates
SPAK 2026 dan pengumpulan data literatur SPAK 2026; (3) Pengolahan dan pemeriksaan
data SPAK; dan (4). penyusunan publikasi IPAK 2026. (catatan RTL 2-4 dapat dilaksanakan
bila anggaran SPAK 2026 tersedia).

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Menyusun
perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk
mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.; (2)
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait
fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat
Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan
makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan
provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan
provinsi dan nasional; (3) Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan
Rakyat untuk keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu
sintaks pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan
hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan
karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik
kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (cover) Publikasi Penghitungan dan
Analisis Kemiskinan Makro; dan (4) Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi
Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah
naskah Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui
Simotik.

. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: (1) Menyusun perbandingan (trend

analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan
pola kemiskinan secara spasial dan demografis; (2) Penyusunan outline dan dummy table
untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS
Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk
keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan
data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan
melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3)
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pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka kemiskinan
kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 2026 dengan BPS
Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2025, pemeriksaan silang
(crosscheck) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2026, dan
penyusunan draf publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026; dan
(4) Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data
Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi Data dan
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik.

Rilis Kemiskinan Juli: (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret
2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel
Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat
Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data
awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan
pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan
penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan
dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan
naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

Rilis Ketimpangan Juli: (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia
Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja
Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan
untuk BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data
dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan
pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional,
melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional,
melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3)
Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan

pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.




B. RTL untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral” adalah sebagai berikut:
1.

o vk wnN

Perencanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral tahun 2026.
Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral.
Melakukan monev mandiri semester 1.

Melakukan pembinaan ke KL yang menjadi lokus pembinaan.
Melakukan monev mandiri semester 2.

Menyusun laporan.
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Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai
pada Tahun 2025. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai
pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan
yang dapat dicapai selama tahun 2025 dalam PK yang dijabarkan pada tabel berikut:

o

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efckuf, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 1 Dr. Nurma Midayanti, S5i, M.Env.S¢
Jabatan : Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Selanjutnva disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE. M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja vang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 24 Januari 20235
Pihak Pertama

s @ Hek

—

1.5i Dr. Nurma Midavanti, S8i. M.Env.S¢
001 NIP. 19660417198901 2 001

NIP. 19690109199211 1




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

No Sasaran Indikator Kinerja | Target
(1)) 2) - Q) “
' Persentase

Terwujudnya Penyediaan Datadan | Publikasi/Laporan

L | Insight Statistik Ketahanan Sosial | Statistik Ketahanan :,“?-“2
yang Berkualitas Sosial vang -
Berkualitas
Tingkat
. : i Keberhasilan
5 Terwujudnya Pcmt.):naam Statistik | Pembinaan Statistik 6439
Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra e ;
Direktorat Statistk Ketahanan Sosial | S-ioral Direktorat |~ Poin
Statistik Ketahanan
Sosial
Program/Kegiatan Anggaran
1) 2907 | Penyediaan dan Pengembangan Rp. 7.012.174.000
Statistik Ketahanan Sosial
Jumlah Rp. 7.012.174.000

Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

1\@@:}.

Dr. Ateng Halterfo, SE. M.Si Dr, Nurma Midavanti, 8Si, M.Env.S¢
NIP. 19690109199211 1 001 NIP. 19660417198901 2 001




Lampiran 2 Struktur Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial

Kelompok Jabatan
Fungsional
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Lampiran 3 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan
Jumlah

Unit Organisasi

S3 S2 S1 DIV DIl <Dl

(1) 2 B @] (5| (6 | (7 (8)

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2 35 3 27 - - 67
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Lampiran 4 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Golongan
Kepangkatan Tahun 2025

Golongan Kepangkatan

Unit Organisasi Jumlah

m/a /b mfc m/d v/a v/b IV/c V/d

(1) 2| B3) | (@) [ G| (®) | (7)| (8] (9 | (10)

Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial
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Lampiran 5 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Unit Organisasi

Jabatan Fungsional
Arsiparis
Ahli
Pertama

(6)

Direktur Statistisi

Pertama

Statistisi
Muda

Statistisi
Madya

(1) (2) (8) (4) (5)

Umum

(7)

Direktorat
Statistik
Ketahanan
Sosial

28 24 1




Lampiran 6 Daftar Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025
1.

2.

8.

9.

Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes);

Laporan Desa Cantik (Descan);

Publikasi Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB);
Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI);
Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP);
Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);

Publikasi Statistik Kriminal (Statkrim);

Publikasi Statistik Politik (Statpol);

Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia;

10. Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota;

11. Rilis Kemiskinan Juli;

12. Riis Ketimpangan Juli.




Lampiran 7 Surat Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

Jabs dr. Srree Ko B4 Iiarts B39 Taop. (3297 1001 1R PRS0, a0 G -4
T Fooc j22E) 50340 Flarasage: ivin Ve bpe pedd Cyamed bpe s ftpa ool

I BADAN PUSAT STATISTIK

Kamar : B-GO0DR00NPR 8152025 Jakarla 3 Oklober 2025
Sifal DBz

Lampiran 2 jdua) set

Hal  Perpampgean Hasd Penlaon Siatetk Bethualiles (PSE)

Tahun 2055 sebagei Ruyjukan dalam Penghilungan
Realisasi Kineqa Trwelan 1l dar IV 2028

rth. Bapakibu {Daflar Terlampr)
di=
Tempat

Sehubungan dergan felzh dilsksenakannya Penilaizn Siabisik Serruakbas
[PSB} Tahun 2325, bersarna ini d=ampaikan bebarapa hal sehagai berikut -

1. Hasil panilzian menunjukkan bafhwes kegiaksn statistik vang diselenggarakan
alefr 12 wnit kerja di Inghup GRS Bl ielah berkealias. Hasil penilaian dapat
dilinat pada Lampiran 2.

2. Berdasarkan hasil lersebst, make selurch publivesi yang divsordmnasikon
dengan 12 unil_kerja tarsebut dinyatakan beroalifas, bai yang disusun oleh
unit kerji BPS Provins, mavpen BPS Kabupalendala.

A, Hasil parilaizn ini mengdi rdpakan dalzm menghileng realisasi kiner@ irisutan
i dan 1% 2025 pada Indkalor Einera Sasaran Kegolan “Persentase
PublisasilLaparan Slalisti vang Serkesbtas®.

4. Kepala BPE Pravinsi agar menyargaikan nloemasi ini kepada Bepala BPS
RabepadanKeda.

Damkian disampakan, atas perhatioon don kege samanya divcepken benma kasih

Pl Bakretars Utama,

Tembusan:

1. Kapal Sadan Pesal Slateti, sebagai laparan;

2_ Wakil Kepats Badan Pusal Stabstk, sebagai laporan; dan
I Inspakiue Utama,

e o v el ke ey Loy el e o el Ol ) ey e ey o e . e Mol @D R
M T T i
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Lampiran | Sural P, Sekralaris Llama
Mampe  © B-B00CR0O0VERB152025
Tanggal 3 Citabar 3025

Daftar Prejabat Penerima Swerat

1. Cirekbur Sialistik Kependudukan dan Kelenasgakergan

2. Girekbur Siatlislic Kesejzhiersan Fakyal

3. Cirektur Slatislik Kelabanan Sosial

4. Direkbar Slalislie Tanaman Pangan, FHadikulleea, dan Perkebunan
5. Direkbar Skalislic Pelermakan, Penkanan, dan Behulanan

fi. Direkbur Slatistik Indust

7. Carekbar Sladistic Destribasi

A Direkbor Stalistik Harga

4. Girekbur Sialislic Kevangan. Tekrakyg Infarmasd, dan Parmsiseia
T0L Cirekbur Meracis Produksi

11. Girekbur Keraca Penpeiuaran

12. Cirekbur Analizis dan Pengembangan Slalislik

13, Sefuruh Kepala BPE Pravinsi

T T S e R e T
e e e
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Lamgiran | Surat PIL Sekretaris Usama
Momor  : BEDOC2OONPRE1I2025
Tanggel @3 Ghaaber 2025

Ha=zil Penilaizn Statistik Beorkwalitas Tahun 2025

P | Bade Blama Linil Karja Domain Aspek Predikad
Iualilas | Pemanf@atan
Ciaks | Daka S4alislik

{1k ] 2 (3 14} L= €]

1 | 4100 | Direkbaral Statsii .20 15T Barkualilas
Fepoendwdukan dan
K etunapakerjaan

Z | 4200 | Direkloral Slagssk .57 4.33 Bearkuailas
Hpsapbiaraan Rakyal

3 | 4300 | Direkloral Slad=sk 364 4:33 Barkualilas
Kptahanan Sosial

d | 5100 | Direkboral Slad=tk d. 48 3BT Barkuailas

Taraman Pangan,
HortEuHera, dan
Perkebunan

S | 5200 | Direkbaral Slasssk .07 4.00 Barkualilas
Prefrenakan,
Perikanan, dan
Eefubaran

& | 5300 | Direkbaral Slass5k 4.55 167 Barkudilas
Induslri
T | G100 | Direkbaral Slasssk 3.7 4.00 Barkualilas
Digiribuz
& | 6200 | Direkboral Slas=tk £.00 KN Barkuailas
Haraga
o | G300 | Direkboral Slagsdk 3.42 3ET Barkuailas
Keaangan, Teknologi
Infarrnasi, dan
Pariaisala

10| F100 | Direkboral Nensca a2t Ay Berkualilas
Praduksi
11 | F200 | Direkiaral Mersca £.17 400 Barkuslilas
Pergekiaran
12 | FAt | Direkiaral Anaksis can A.50 167 Barkuslilas
Pengembangan
Slalsik

* Momansrr=s 1y ey Sl i e e UL S e L R TR TR R TE S T Tl
T . T o E R P




Lampiran 8 Daftar K/L/D/| Target Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Tahun 2025
1. Kejaksaan AgungRI;
2. Kepolisian Negara RI;
3. Kementerian Sosial;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kementerian Desa dan PDT;
6. Kementerian Transmigrasi.
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Lampiran 9 Hasil TPSS Tahun 2025 (Bukti Dukung IKU Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun
2025

“:':*-, Sohw | Pwode  Tohn . TPSS' . Uomo  Tomboon WM UI2 UL U2 U U2 (N W2 3 W U5 020 222 @23 d) W32 W) R (5 GaA) DAZG3 W2 W GRS GBI uN . TU T2

Diedtorgt Triwulonlv 2025 0667 100 L) I ® 00 W00 00 w0 w0 wd Wm0 100 10 W0 W00 W00 W0 0 0 e 10 100 100 0 W0 W 0 00
Statistik

Kelahanan
Sosiol

ooow 13

0000 Cieitorot Trwdanll 2025 E749 9458 &7 1 00 100 W0 K0 TR W0 W0 00 100 §787 W0 100 00 00 00 W0 100 833 WD 100 100 WO W2 W0 W0 B 50
Statistic
Kelohanon
Soslal

0000 Dieddorot Tiwdonll 2005 8852 85M L1J 10 100 100 o B0 W0 KD 0e 0 WA w0 10 w0 W0 #/A K BR KY  W
Statistik

ketahanan
Sosial

LU (O ) Mmoo 10a m 50 | 3

0000 Diedtorot Trwuwen! 2025 5842 BM2 0 110 100 00 W0 25 5B K0 w0 W W 0 0 0 0 0 0 0 0
Stotfstik

Ketahanon

00 3}IoW0OW0 W I 100 50 0 0 0

Sosiol




Lampiran 10 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 202
Tahun 2025

e Apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Pelaksanaan
EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon 1l BPS Pusat.




Lampiran 11 Daftar Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

1. Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes;

2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI).
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Lampiran 12 Anggaran Belanja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Berdasarkan Aplikasi SAKTI per 30 Desember 2025

1. IKU 1: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

menggunakan anggaran dari 2 output yaitu:
a. BMA 006. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Quiput; SubOutput; Komponen; SubKompanen; Akun; ltem; Transaksi

Pariode Desember 2025
Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Hal 1 dari 8

GG Program Penyediaan don Pelayanan Informasi Statistik 1.624.950.000 o 1.319.573.118 61,302,801 1.360.875.949 BASE % 244,074,081
GG2907 i dan Py et It ) Statistik Sosial 1.624,950,000 o 1.119573. 118 f1,302 831 1,380,875,949 B4 98 % 244,074,051
BMA Data gan informas: Publik 1.624,850,000 0 1,319,573.118 61,302,801 1,380,875,949 BASE % 244,074,087
BAA D06 PUBLIKASILAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 1.543.950.000 b 1251 1.927.600 60616831 L2544 440 BSDT R 231.411.560
iy Prripehengoaraar Tusgas dan Fungs U 1,140,000 ) 2 S50 000 o 000 68 18 TR0
151,364 000 B.000, 0 168 354000 9% 83
05 i
AL 4 1
I . DAN F A {4
b. BMA 008. Publikasi/Laporan Pendataan Podes
b & O
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program: Keglatan, Output: SubOutput; P p Akur; lem: Ti
Periode Desember 2025
Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi [} BADAN PUSAT STATISTIK
Saluarl Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Hal 7 dani 8

BMA OO0 PURLIKASULAPORAN PENDATAAN PODES 80.992.000 67,445 500 e 000 GRLINSD9 B4AT % 12,660,497

2. IKU 2: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Outpul; SubOutput, Kompanen; SubKompanen; Akun, lem; Transaksi

Perinde Desember 2025
Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Hal 1 dari 4
GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 44,466,000 0 21,080,000 10,310,000 31,390,000 70,59 % 13,076,000
GG.2907 Penyediaan dan Pengembannan Statistik Ketzhanan Sosial 44 4RA 000 1] 21,080,000 10,310,000 31,390,000 70.59 % 13.076.000
BOB Fasiliwsi dan Pembinaan Lembaga 44,466,000 Q 21,080,000 10,310,000 31,350,000 70.58 % 13.076.000
BOB.ICC  PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL KETAHANAN SOSIAL 44,466,000 0 21,080,000 10.310,000 31,380,000 70.59 % 13.076.000

15TIK SEXTORAL 44,468,000 I 21,180,000 10,370,000 31 380,000 70:5% 13,076.00C

—




Dirzhorat Stati ik e1zhanan Sosial
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Lampiran 13 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2025

Tethadap Target Trivabnan

idap Torger Setobun_|

BBSangst Baik
TujuanSasaran/indikator Kinerja Jms
(KL
atau
Proksi)
Kehiiskan dan P bilsn e

Berbasis Data Stab stik

dizan Dats dan lnaght StahstkKetahanan

Persamase Publikasifl aparan Statistl| b

K atahanan Sosial yang Berkuaitas

=)

X . Jumiah Publikasifl aporan Stalistik
| etzhanan Snsial yang Berluaitas

Y - Jumiah selruh PubikasyLaporan
Siatistk Hetaharan Sosisl vang

Sigtem Rstistik Namional yang Andal, Eektif, dan

iz Pen

mbinazn Statisiik Seforal Kementerian/ embaga Mira Direkorat Statistic

[Tingkat Keberhasilzn Perbinazn KU

Statistk Sebaoral Drekiorat Sabstik
| etzhanan Sosial

Foin | 16.569] 45.19| 57,99

C
Capaian Kinerja Sae aran

Capaian Kinerja Soe aran
213




Lampiran 14 Surat Hasil Penilaian SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Chor R o R Hi. T B b e A ] SR e ki S e A L
ﬁ = P e 0 O T W TENLETIC A

5’;\ BADAN PUSAT STATISTIK

Jakary dr. Sl Me. 63 Jakana 10710, Tale. (003 3841 105, 3842506, B0060 4,

(ﬁ_!_. Fve. (1) S3GT046, Hormipagi: D e Bi o b E-mi bpsh @y o

Momor © T-306/08100FW. 120MLHE 2025 Jakana, &2 Desember 2025
Sifat . Terbaias

Lampiran - 1 {sabu}set

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Siatistik Ketahanan Sosial Tehun 2025
¥th. Direkhur Statistic Katahanan Sosial
¥ Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peratwran Menteri Pendayagunaan Apatabur
Megara dan Reformasi Birokrasi Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinarja Instansi Femerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Momor 45
Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Alumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan BPS, Inspekiorat Wilayah | telah melakukan evaluasi atas implementasi
SAKIP pads Direktorat Statistik Ketshanan Sosial Tahun 2025, Hasil evaluasi atas
skuntabilitas kinera Diekiorat Statistik Ketahanan Sosial menunjukkan nilai sebesar
“T4.60" dengan predikat “BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi
SAKIP sudah “Sangat Baik".

Fami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, alas
kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukeng kegiatan
Eveluasi Implemantasi SAKIF. Semoga Direktorat Siatistik Ketahanan Sosial dapat
lebih mm:rngkaﬂ-asm implementasi SAKIF di unit keranya untuk mewujudkan
pemerintahan  yang berorientasi  hasil  (resuff-orenfed govemment)  dan
meanindaklianjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian. atas perhatian dan keqgasamanya divcapkan terimakasih.

i ‘E Pt Inspakiur Wilayah 1

=)
Eko ¥Yuwono
Tembusan:

1. Deputi Bidang Statistie Sosial
2. Imspekiu Ltama




Lampiran LHE Aluntabilitas Kinega
Surat Nomor: T-306/08 1000PW . 1 200 HER2025
Tanggal 22 Desembar 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kewangan dan Kinera Instansi Pemerintzh, Peraturan Presiden Momaor 29 Tahun 2014,
Sistern Akuntabilitzs Fanerja Instansi Pemeriniah (SAKIF), sera berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Momor B8
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemearintah, dan Peraiuran
Kepala Badan Pusat Statistik Momor 45 Tahoen 2023 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, kami telah melakukan
evaluasi akuntabiitas kinerja pada Direkiorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tujuan evalussi adalah uniuk mengeishui sejsuh mana implementasi SARIP
dilaksanakan, serta unftuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil sehingoga diharapkan dapat mendorong sefiap unit kega
BPFS unfuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) vang
telah direncanakan melalui implementasi SARKIP. Secara khusus evaluasi AKIP berfujuan
uniuk: {a) Mempercleh informasi tentang implamentasi SAKIF; (b) Menilai tingkat
implemantasi SAKIP; {(c) Menilai tirgkat akuntabilitas kinerja; {(d)} Memberikan saran
perbaikan unfuk peningkatan implementasi SAKIP; {2) Memonitor tindak  lanjut
rekomendasi hasil evaluasi periode sebelemnya.

A, Dasar Hukurn Evaluzasi

1. Peraturan Presiden Momor 28 Tahun 2004 tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntah;

2_ Instrukei Presiden Momor T Tahun 19548 tentang Akuntakilitas Kinerja Paraturan
Pemerintah Momor & Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinea
Instansi Pemarintah;

3. Peratwran Menten Pendayagunaan Aparater Megara dan Reformasi Birokrasi
Momor 29 Tahun 2010 tentang Penyuswnan Penetapan Kinera dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Insiansi Pemennizh;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabifitas Kinerja Instansi Pemeriniah;

Char e o FLEE= R R Dl i i R i SR i oy Sk S el SRR L B
=Pz wie OF O TN ST ELETCAA S Da




5 Peratuvran Kepala Badan Pusat Statistik Momor & Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusuenan Sistem Akuntabiliias Kinerja Instansi Pemerintah di Linghungan
Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Momor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

¥. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Momor 45 Tabun 2023 tentang Pedoman
Ewvaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS;

8. Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di
Lingkungan BPS Tahun 2025;

8. Surat Edaran Inspekiur Liama Badan Pusat Statistik Momor 4 Tahwn 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanasn Evaluasi Akuntabilitas Kinsrja Instansi Pemerintah
di Lingkungan Badan Pusat Statistik:

10. Surat Tugas Inspektur Wilayah | Momor: B-46A181000FPW .1 102025, tanggal 18 Juli
2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{AKIF) Tahun 2025 se=suai lampiran Evaluator dan Unit Kenganya.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluas AKIF mencakup, antara lain;

1. Penilaian kualitss perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinera berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinedqa;

3. Penilsian pelaporan kinerja yang menggambarkan kuslitss afas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinera serta wpaya perbaikanf
pENYEMpUrnasnnya  yang membenkan dampak besar dalam penyesuaian
strategikebijakan dalam mancapai kiner}a benkubmya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilias kinerja internal yang memberikan kesan nyata
{dampak] dalam peningkatan implementasi SAKIP unbek efekiifitas dan efisiensi
kinerjs; dan

5. Penilaian capaian kinarja atas output maupun outcome sarta kinega lainnya.

Milai hasil akhir evaleasi atas implementasi SAKIP berupa penjumishan komponen-

komponen yang membenkan gambaran tingkat akuniabilitas kinega dengan kategon

prediket sebagai berikui:
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b [Nimi > 50 - 100} Sanpal Memuaskan
A (M= > B0 - B0 [Tp—

BE (Hili = 70 - 80 Sangal Gaik

B (M= > 60 - 70) o

TC (Milai = 50 - 60) (PP E—"
€ (hd= > 30 - 50) Rorang

O (hds = 0 - 30) Sangal Forang

C. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan sdalah kombinasi dan metods kuanbialif dan
kualilatif dengan menyesuaikan pada wjusn evailuasi yang ielsh dieiapkan seria
memparimbangkan kendala yang ada. Dilakukan pemerikssan dokumsan dan analisis
bukti-bukti yang telah dikinimkan sesuai jangka waktu permintaan dokumen evaluasi
yang ditetapkan. sera pembandingan dengan berbagai informasi kinera pada
beberaps sistem mangjemen kinerja BPS.

. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Ewvaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak fanjut atas rakomendasi

vang telsh diberkan pada tabun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang

disampaikan, Direktorat Stalistik Ketahanan Sosial telah menindaklanjuti rekomendasi
hasil evaluasi AKIP tahun sebslumnya dan malakukan perbaikan sebagal berkut

1.  Meningkatkan peran serta pegawai dalam pembahasan capaian Kinerja dan
penggunaan data kinerja dalam pembahasan akbvitas seria perubahan budays
nrganiﬁaa'l melslui penggunaan Kipapp yang mengelola akiivitas kinerja uniuk
saluruh pagawai.

2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja derngan penyajian informasi yang
lengkap terkait analisis dan perbandingan data capaian kinerja yang konsistan
dengan dokumen sumber sesuai dengan standar penyusunan Laporan Kinerja
yvang telah ditetapkan.

3. Memperbaiki proses penyusunan dokumean perencanaan kineqa baik jangka
menengah maupun tah;-.rl.an schingga kebutuhan kinera diketahw odeh
pimpinan dan semua pihak yang berkepentingan.

“ T ] s okl L e e, B
%'WMﬁammwi’u e 'I'




E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metods evaluasi sederhanalde sk evaluation, dan evaluasi
terbatas menggurakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan
kritena dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan reviu berfgenjang
oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjuinya dilakukan reviu antar im evaleator
melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIF. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi
SAKIP pada Direkiorat Statistik Ketahanan Scsial memperoleh nilai “74.60™ dengan
predikat “BE™ yvaitu “Sangat Baik", dengan rincian sebagai berkut

ko Komponen ¥Yang Dinilal Bobat Hil=h
024 2025
{1 {2 i3) (4] i)
1. | Pesencanaan Kinerja 30 2280 2280
2 | Pamgukeran Kinera b1 F2.80 22.80
3. | Pelaporan Einena 15 10.50 10.50
4. Evalussai Akuntabdiss Kinerja Internal 25 1350 18.50
Milal Hasil Evaluasi 100 T4 80 Ta.60
Tingkat Akuntabilitas Kinesga i BE BB

Penjelasan kbik lanjut atas hasil evaluasi skuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik
Ketahanan Sosial Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
a. Hondisi pemenuhan Perencanaan Kinera

1}

2}

3}

4}

)

Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lamgpiran il,
Il dan I\ Peraturan Kepala BPS Momor 8 Tahun 2015,

Unit kerja telah memyesun Renstra Terbaru 2025-20248, ditandatangani
Fimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.

Unit Kena tedah menstapkan PE Pimpinan Unit Kega Tahun 2025 seria
mempublikasiksn pads laman PPID.

Telah terdapat dokumen perencansan akiivitas yvang mendukung
kinerja melalui aplikasi KRISNA.

Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendubkeng
kinerja melaiui aplikas KRISMA.
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T}

Telah terdapat selursh dokumen perencanaan kinerja jangka
menengah unit kerja pencde sebelumnya yang ditandatangi dan
dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Reviu Renstra 2020
dan Renstra 2025-202%

Telah terdapai seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka pendek
lima tahun terakhir yang ditandatsngani dan dipublikasikan pada laman
PPID Unit Kerjp dengan lengkap, ysitu Peranjian Kinerja 2025,
Parjanjian Kinerja 2024, Peranjian Finerja 2023, Perjanjian Kinera
2022 dan Perjanjian Kinarja 2021.

b. Kondisi kuslitas Perencanaan Kinerja

1}

2)

3}

4}

5)

&)

7}

8)

Dokuman parencanaan kinerfa jangks pendsk berncpa Perjanjian
Kinerja tzhun 2025 telah dipublikasikan tepat wskbu pada aplikasi
SIMONEY (paling lambat tanggal 24 Juni unbuk wnit kerja pusat dan 23
April untuk unit kerja daerah)

Rensira 2025-20289 telah memuat rumuesan Tujuwan, Sasaran, dan
Indikator yang mengacu pada Perka BPS terkait IKU Tahun 2025-2025
Rensira 2025-2029 telah memuat target kinerja yang akan dicapai untuk
pericde 2025-2029

PE Pimpinan Unit Kera telah mengacu pada Swrat PLT Sestama B-
1T2/02000/PR. 1302025 wntuk unit kerja desrah dan Mo B-
EE/02000MPR.GINZ025E pnbuk unit kerja pusat

Rapat pembahasan Renstra 20252028 telah dilenghkapi undangan
yang telah ditandatangani Pimpinan.

Panetapan target pada PR telah didlengkapi dengan penjelasan dasar
hateng yang memadai untuk tiap indikator Indikator Kinena Sasaran
Kegiatan.

Penestapan target pada PR telah dilengkapi dengan penjabaran basis
dats yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Penstapan target pada PK telah dilengkapi penjelasan argumen logis
yang memadai untuk fizp Indikator Kinerja Sasaran Kegistan.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

18)

17)

18)

Penetapan taget PK telah memerhatikan reslisasi kinerja tahun
sebelumnyaikondisi kinerja terakhir untuk tiap Indikator Kinsrjs Sasaran
Kegiatan (terdapat haseline 2024 khusus pada P 2025)

Penstapan targed PK telah ditelspkan secara menantang dengan
memparhativan batas minimal berdasarkan kebijakan nasional uniuk
tigp Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Daftar hadir rapat pembahasan Rencana Strategis 20252029 telah
menunjukkan keterdibatan pimpinan.

Rapat pembahasan Renstra 2025-202% telah diengkapi nofulen yang
telah ditandatangani Fimpinan.

Peanetapan target pada Rensira 2025-202% telah dilengkapi dengan
penjelasan dasar hitung yang memadal untuk fiap ndikator Kineda
Sassran Kegizstan

Rapat penetapan target pada PK terbaru felah dilengkapi undangan
yang ditandatangani Fimpinan.

Daftar hadir rapat penetapan target pada PK terbaru telah menunjukkan
katerlibatan pimpinan.

Rapat penstapan targe! pada PK telah dilengkapl notulen yang
ditandatangani Pimpinan.

Unit Kerja telah memiliki dokumen penjenjangan kinerja disstiap level
jahatan

Peanetapan SKP tahun 2025 pada aplikasi KipApp telah mancshup
saluruh pegawal.

c. Hondisi permanfastan Perencanaan Kinerja

1}

2)
3)

Unit Kena telash memiliki dokumen anggaran yang mengacu pada
kinerja yang ingin dicapai

Unit Kerja telah memiliki dasar hifung rewvisi anggaran.

Dokumean revisi anggaran telsh diandatangamd oleh PPE dan KPA
{KAKS tabal rewvisi FOR)

[
Eln w2t 10

a0 wi = o Tl Sl r SRS, B
a1 e wi




4)

Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja telah mendukung
kinerja yang ingin dicapal sebagaimana terihat dalam  dokumen
Fensira.

5}  Unit Kera telah melakukan monitoring capaian Renstra 2024,

&)} FRapatmonitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi undangan
yang ditandatangani Pimpinan.

T) Daftar hadir rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah
meanunjukkan keterdibatan pimpinan.

8} Rapat monitorieg capaian Rencana Strategis telah didengkapi nodulan
yang ditandatangani Pimpinan.

8}  Motuben rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah mamuat
rencana findak lanjut yang akan dilakukan kedepan dalam rangka
mencapai target janghka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.

10y  Motulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis  telah meamuat
pihak yarg bertanggungiawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut
untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.

11} Reviu target Rencana Strategis tedah dilakukan paling sedikit satu tahun
sekali dan telah dilakukan identifikasi ketercapaian target akhir Renstra
J020-2024

12) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah
ditandatangani Pimpinan

13) Daftar hadir rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-
2024 telah menunjukkan keterdibatan Fimpinan.

14} Rapat pembahasan ketercapaian target akhar renstra 2020-2024 telah
dilengkapi olsh notulen vang ditandatangani Fimpinan.

15) Motulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir rensira 2020-2024
telah membahas seduruh Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran
Hegiatan.

16) Motulen rapat pembahasan kefercapaian target akhir remsira telah
menyajikan target, reviu target dan realisasi 2020-2024 untuk tap
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
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17} Mofulen rapat pembahssan ketercapaian tanget akhir renstra telsh
menyajikan status ketercapaian terhadap target akhir renstra 2024

18} Motulen rapat pembahessan ketercapaian target akhir renstra telah
memuat penjglasan yang memadai terkait anaksis fakior pendukung
dan perghambat ketercapaian target di setiap indikator

18} Target akhir Rensira 2024 wniuk Seluruh Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan telah tarcapai

kKedamahan Komponan Perencanaan Kinens:
a. HKelemahan Kusalitas Perencanaan Kinerja

1l

Buealitas rumusan hasil berdasarkan Perka KU BPS 2025-202% belum
diswsun bardasarkan Critical Succes Factor [CS5F) yang memadal untuk
mencapai kondisi kinerfa yang ingin dicapai

Dokumen persncanaan kinerja belom sepenuhnya memenubd wkuran
kinera yang SMART.

FRumusan KU 20252028 belem sepenubnya menunjukkan hubungan
sebab-akibat antar level kinera yang memadsai dalam menggambarkan
kondisi kinerja yang hanss dicapai

Fenetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi dengan
penjabaran basis data yang memadai uniuk tiap Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan, waitu pada indikaior 2.1.4.1. Dalam indiketor tersebut belum
disebutkan secara rinci desa-desa yang menjadi target program Desa
Cantik Tahun 2026-2029. Apabilz jumiah desa terlalu banyak, dapat
dilampirkan tawtan yang mamuwat dafiar lengkap desa yang menjadi target
program terssbut.

Fenstapan target pada Renstra 2025-2029 belem dilengkapi penjelasan
argumen logis yvang memadai untuk tisp Indikator Kinerfa Sasaran Kegiatan,
yaitu pada ndikator 2.1.4.1 belum terdapat argumen logis atau panjelasan
ywang mendasari penatapan target Desa Candik pada Tahun 2025 sabesar
0.
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&)

Diokumen perencansan I!uner}a belum sepenubnya dapat menunjukkan
informeasl tentang hubungan kinaerja, strategi, keb@akan, bahkan aktivias
antar bidangdengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscuttng).

Kelemahan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

1

2

4)

Mofulen rapat monitoring capaian Rencana Sirategis tidak menyajikan tanget
jangka menengah tehun 2024 dengan realisasi 2024 untuk tiap Indikator
Kinerja Sasaran, yaitu Realisasi untuk iks 2.1.1 dan 2.1.2 teriulis sebesar
100 berbeda dengan realizasi di lakin maupun fra w4 2024 yaitu ssbesar
1335.33 sshingga capaian untuk dua iks fersebut menjadi tidak sesuai

Motulen rapat pembshassn monitoring capeian Renstra fidak memuat
capaian tahun 2024 terhadap target jangka tahun 2024 untuk tiap Indikator
Kinerja Sasaran, yaitu Realisasi untek ks 2.1.1 dan 2.1.2 teriulis sebesar
100 berbeds dengan realisasi di lakin maupun fra bw 4 2024 yaitu sebesar
133.33 sshingga capaian untuk dua iks terssbut menjadi tidak sesuai

Motulen mapat pembahasan moniloning capaian Renstra telah memuat
analisis kendala serta upaya yang telah dilakukan hingga pencde 2024 pada
satiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Mamun demikian, Masik tardapat
redaksi dan kendala dan solusi berupa "Tidak terdapat kendala” yaitu pada
iks 1.1.3

Motulen rapat pembahasan moniloring capaian Rensira telah memuat batas
wakiu rencana tindak lanjutirencana aksi pada sefiap Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan. Mamun demikian, terdapat eatu indikator yang tidak
mancantumkan batas wakiy, yaifu indikator 1.1.3. Sedain i, tardapat
indikator yang hanya mencantumkan tahunnyva saja tanpa menyebutkan
perioda trivlan (minimal triwulanan), yaity indikator 2.1.1 dan 2.1.2.
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2. Pengukuran Kinerja
8. Kondisi pemenuhan Pengukuran Kinarja

1}

2}

3

4)
3}

&)

T}

&)
9)

10)

1)

12)

13)
14)

Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan
data kinerja yaitu Perateran Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Sistern  Akuntabifitas  Kinerjs  Instansi
Pemerintsh di Lingkungan BPS Pasal 23 dan 24.

Terdapat dasar hitung hingga X dan % pada realisssi dan seluruh
indikator Kinerja pada notulan te | 2025

Terdapat Analisis dan Penjelasan terkaif basis data hingga ¥ dan ¥ dari
realisasi di seluruh indikator kinerja pada nofulen tw | 2025

Telah terdapat Surat Keputusan/5K Tim SAKIP Unit Kerja.

Telah terdapat ketentuan yang jelas jika terjadi kesalahan data pada
proses pengumpuelan dan pengukuran dats hunerja_

Talah terdspat kemudahan untuk mengakses dats bagi pihak yang
berkepentingan pada makanisme pangumpulan dafa kinega.

Telah terdapat kemudahan untuk menelusen sumber datanya vang
valid pada mekanisme pengumpulan data kinera.

SK Tim SAKIF telah memuat nama dan kedwdukan dalam Tim.

EK Tim SAKIP telah mengakomodir perwakilan dad Tim Kega
Penanggungjawab KL

SK Tim SAEIP telah memuat uraian tegas uniuk tiap kedudukan dalam
Tim.

5K Tim SAKIP telah memuat tugsas unbuk melakukan monitoring tanget,
realisasi dan capaian jangka meanangah

EK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring tangst,
realisasi dan capaian iiwulanan

Telah terdapat S0P Pangumpulan Data Kinerja yang up to date_

Telah terdapat penanggung jawab yang jelas pada mekanisme
pengumpulan data kKineqga.
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15)

Telah terdapat waktu delivery wyang jelas pada mekanisme
pengumpulan data kinerja.

b. Kondisi kualitas Pengukuran Kinesja

1)
2}

3)

4)
5}

&)
T}

B}

9)

10)

11)

12)

Unit Kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja.
Undangan rapat evaluasi capaian kinerfa telah ditandatangani
Pimpinan_

Daftar hadir rapat evaluasi capasian kinarga telah menunjukkan
keterlibatan Fimpinan.

Motulen rapat evaluasi capaian kinerja telah l:ihsml:latemgsru Pimpinan
informasi target, realisssi, dan capaian pada seluruh indikator kineqa
ielah selaras antara Mobtulen rapat kineqga trisudan | Tehun 2025, FRA

friwulan | Tahun 2025 dengan dokumen sumberipendukung FRA
triwulan | Tahun 2025

Seluruh IKS telah konsisten aniara target pada PK 2025 dan FRA 2025,
Motulen rapat avaluasi u::apaim kinena telah memuat penstapan batas
wakiu tindak lanjnt tiap Indikator Kinerja Sasaran, dengan batas akhir
dar rentang wakiu pelaksanaan rencana aksiRencana Tindak Lanjut
pada trwulan benkuinya; atau ketika target ahunan sudah tersalisasi
100% pada triwulan 1, batas waktu tindak lanjut dilakukan sampai tahun
berikutnya.

Motulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat informasi target
dan reafieasi sstiap Indikator Kinerja Sasaran.

Mofulen rapat evaluasl capaian kinera telah memust pembahasan
analisis masalahkendala setisp Indikator Kinerja Sasaran.

Motulen rapat evalessi capaian kinega telah memuoeat pembakasan
solusifstrateql yang telsh dilakukan setiap indikator Kinerna Sasaran.
Mofulen rapal evalessi capaian kinega telah memuat penetapan
rencana aksirencana tindak lanjut satiap Indikator Kineqa Sasaran
Motulen rapat eveluasi capaian kinerja telah memuat penetapan PIC
yang akan melaksanakan rencana aksifrencana tindak lanjut yang telah
ditetapkan untuk sstiap Indikator Kinea Sasaran.
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13}

14)

15)

Unit Kerja telsh menginmkan FRA setiap triwulannya dengan tepat
wakiu.

SKP bulanan yang berstatus dinilai telah divalidasi oleh pejabat panilai
kinesja.

Pengelolaan daia kinerja telah memaniaatkan aplikasi monev bps go.id
dan webapps.bps.go.idfkipapp, namun masih belum memadai karena
belum terintegrasi antara perencansan, pengukuran, dan capaian
kinerja, sshingga pemaniawan aias kesslarasan antara perencanaan,
capaian kinerja wnil keqa, dan capaian kinerja individu bedum dapat
dilakukamn.

c©. Hondisi pemanfaatan Pengukwran Kinana

1)

2}

3

4)

5)

&)

SKP bulanan ielah dimanfastkan sebagai desar penyesuaian
Tumjangan Kinerja meskipun belum tenniegrasi secara sistem.
Rapat evaluasi capaian kinerja TW | 2025 telah dihadin oleh sebagian
besarfselureh pegawai (minamal 80 persen dari tolal pagawai)
Unit kerja ielah menyampaikan mekanisme reward and pumishmeant

-kepada seluwruh pegawal di unit kerja.

Reward and punishment Triwulan | tahun 2025 sudah menilai seluruh
pegawad di unit kerja

Panguluran kinegja talah menjadi dasar dalam
penempatan/penghapuesan jabatan baik strukbural mawpun fungsicnal.
Fersantase penyederhanaan strukbur Organisasi BPS telah manl::spai
100% pada tabun 2023 dan telsh dalam posisi ideal meskipun ke
depannya masih periu pertimbangan terkait eselon Il dan IV yang
masih ada kKhususnya di Unit Kerja Pusat. Implementasd di Unit Kena
Pusat dan BRS Prowvinsi berupa pelaksanaan Peraturan BPFS Nomor 4
Tahun 2022 Tanggal 29 Movember 2022 tentang Penempatan Pegawai
Megeri Sipil di Lingkungan BPS.

Fengukuran kinerja telah mempengaruhi kebutuhan pegawsi. Unit
Herja telah memenuhi formasi jabatan sesuai hasil analisis beban kerga
{Kepka BPS Momor 182 Tahum 2024 tentang Rekapitslasi Jabatan Hasil
Analisis Beban Kerja Tahun 2024 di Linghungan BPS).




T} Moiulen rapat pembahasan Rensira telah memuat strategi dalam
Rensira BPS.

8}  Molulen rapatl peryusunan Rensira telah memust arah kebijakan dajam
Renstra BPS.

9]  Molulen rapat penyusunan Fenstra telah memuat akiivitas dalam
Renstra BPS.

10) Moiuben rapal penyusunan Renstra telzh memuat pembahasan
anggaran dalam Rensira.

11} Molulen rapat evaluasi capaian kinena telah memuat pembahasan
upaya efisiensi.

12} Unit kerja telah memiliki mekanieme reward and punishmeant level tim
keralpegawai yang telah dilegalisasi untuk Triwulan | tahun 2025

13) Hntera reward and punishment Triwulan | tahen 2025 dalam kerias
kerja telah menggunakan minimeal 1 kriteria terkait kinerja.

kielemahan Komponen Pengukuran Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Pengukuran Kinerja

1

2]

Dokumentasi atas pelaksansan Rencana aksiHTL belum sesuai unfuk

satiop Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Pade 1KSS 2.1.3.1, terdapat

beberapa rencana tindak lanjut yang bukti dukungnya belum tepat, antara
lain:

a}). Kegiatan Penjadwalan pembinaan Pembahasan Proses Bisnis Statistik
dan Huahiasz Data Statishk sampai Jumnd 2025 pada Kemenienan
Transmigrasi;

b}. Penjadwalan pelaksanzan kegiatan pembinaan Pembahasan Prinsip
Satu Data Indonesia dan Asistensi Metadata Statistik pada bulan Mei
2025 untuk Kementernian Transmigrasic

). Permintzan akun Kemantenan Transmigrasi untuk indah dan Romantik
pada bulan April; dan kegiatan |ainnya.

dj. Masih ada yang bukt nya dilakuakn di luar rentang TW | 2025

Penilaian SKP bulanan tshun 2025 pada aplikasi Kipipp belum mencakup

saluruh pegawaid, yaitu sebesar 9577 %.
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3) Hasil pengukuran SKP bulanan belum selunshnya dapat diverifikasi atau
ditelusuri himgga ke sumbernya. Sebagai contoh, pada SKP atas nama
Trophy Endah Rahayu, S5T., M.5i, keterangan pada kolom Realisasi
Berdasarkan Bukt Dukung hamya memuat jumlbah kegiatan maupuen
dokumean tanpa mennc jenis kegiaian, akiivitas, atau dokumen yang
dimaleseed

4) Unit Kerja belum memiiki media pengelolaan data kinera selain yang
berasal dari ketentuan BPS Pusat.

c. HKelemahan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

1) Reward and punishment Triwulan | tahun 2025 belum didukung kertas kerja
wang telah dil=galisasi

2) Bukii pemberian reward belum konsisten dengan kerias karja, karena pada
kerias kerfa pegawai yang mempercieh reward tidak tercantum nams
lengkapnya sehingga tidak dapat diverifikasi, seris tidak disersi dengan
peringkat.

3. Pelaporan Kinerja
8. Hondisi pemeanuhan Pelaporan Kinera

1}

2}

3l

4)

)

&}

Unit kerja telah melaksanakan rapaf ewvaluasi capaian kinerja sebap
triwulanan (Triwulan i1, I, dan IV tahun 2024).

Undangan rapat evaluasi capaian kinerja setap triwulanan {Trrsdan I,
i, dan IV tzhun 2024 telah ditardatangant Fimpinan.

Daftar hadir rapat evalussi capaian kinerna setiap tiwulanan (Triwulan
il, i, dan IV tahun 2024 ) telah menunjukkan ketardibatan Fimpinan.
kMotulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap frivndanan (Trivwulan (1, 101,
dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinamn.

Motulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap trivwdanan (Trweulan I, 101,
dan IV tghun 2024} telah memuat informasi targat dan realisasi.
Motul=n rapat evaluasi capaian kinerja setiap frsndanan (Trwulan i, 11,
dan IV tahun 2024) telah memuat permbahasan rencana skeifrencana
tindak lanjut fap K5,

& i il
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7}

8

8)
10)

11)

Hotuben rapat evaluasi capaian kinesja setiap trivdanan (Tawulan 11 101,
dan IV tahun 2024) telah memuat kesepakatan pihak yang melakukan
tindak lanjut tap [KS.

Laporan I'-’.inarja telah disusun dan diformalkan ({ditandatangani
pimpinan Unit Kerja).

Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada PPID.

Laporan Finena telah disampaikan tepat wakhs (lidak melsbihi tanggal
21 Febneari 2025}

Laporan Kinerja 5 pericde terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024)
telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan tepat wakiu.

b. Kondisi kualitas Pelaporan Kinerja

1}

2}

3

4)

5)

&)

7)

&)

a)

Sistemalika Laporan Kinerja telah memuat: Ringkasan Eksekutif, Bab |
Pendahulan, Bab |l Perencanaan Kinara, Bab 1l Akundabiliias Kinarja,
dan Bab I\ Penutug.

Laporan Kineqa telah dilengkapi tabel target kinarja jangka menengah
sesuai Reviu Renstra 2020-2024.

Laporan Kinerja telah memuat seleruh pencapaian Sasaran Strategis
dan K5 sesuai dengan Perka BFS Momor 3 Tahun 2022,

Informasi target pada Laporan Kinerja telah konsisten dengan PK tahun
2024

Laporan Kinens telah memust tabel perbandingan data kinerja yang
memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024,
Laporan Kinena telah memust tabel perbandingan data kinerja yang
memadai antara targed tehun 2024 dengan realisasi fahun 2024 yang
konsisten dengan FRA Triwulan IV tahun 2024,

Laporan Kinerja telah memuat label perbandingan realisasi tahun 2024
dangan realisasi tahun 2023,

Laporan Kinera telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024
dengan realisasl tahun 2022

Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realizasi iahun 2024
dangan realisasi tahun 2021.
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10)

11}

12)

13)

14)

15)

18)

17}

18)

19)

Perbandingan pada Laporan Kinerja elah dilengkapi dengan analisis.
Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinesja
fotal periods 2020-2024.

Laporan Kinerja telah memual perbandingan capaian kinera 2024 di
Unit Kerja dengan capaian kinerja 2024 di level nasional (dalamiantar
esahon l)

Laporan Kinera felah memusat analisis terkait perbandingan kinerja
seria rekomandasi perbaikan kinerja kedepan nya

Seluruh capaian kinera pada Laporan Finega telah didasarkan atas
datas yang valid dan dapat diandalkan.

Laporan Kinarja felah memuat analisis atas ketercapaian kinerja setiap
IKS.

Laporan Kinerja elah memuat evaluasi atas capaian kinerja setiap KS
disertai masalahtkendals dan sclusilupaya dalam upays mencapai
farget kinarja.

Laporan Kinera telah memuat informasi efisi=nsi anggaran.

Laporan HKinerja telah memuat upaya-upaysa efisiensi yang telah
dilakukan.

Laporan Kinerja telah memuat nilaifkuantifikasi efisiensi yang telah
dicapai haedl dar upaya yang telah dilakukan.

. Mondisi pemanfaatan Pelaporan Kinerja

1)

2}

3)

4)

Rapat evaluasi capaian kinerfa triwulan IV t8hun 2024 telah dihadin
seluruh/sebagian besar pegawail.

Telah terdapat pembagian kinerja berdasarkan matriks peran hasil
Pimpinan dan Ketua Tim (JFT) tahen 2024.

kMotulen rapat evalussi capaian kinerja tiwulan IV 2024 felah
menjabarkan informasi penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
Laporan Kinarja telah memuat informasi realisasi anggaran keuangan
tiap sasaran etrategis.

g s Sl WSy, RS




A} Unit Kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment yang telah
dilegalikan pada level timipegewai uniuk tahun 2024

i}  Hniera dalam kertas kerja t=lah menggunakan minimal 1 (satu) kritena
kinerja untuk tahen 2024,

T}  Bukdi reward and punishment untuk tahien 2024 telah konsisten dengan
kertas kerja.

kelemahan Kompomen Pelaporan Kinerja:
&. HKelemahan Pemenuhan Pelaporan Kinerja

2

Motulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap riseulan (Trivwwkan 11 11, dan Y

Tahun 2024) telsh memuat pembahasan masalshfkendala seria

solusifupaya yang ielah dilabukan pada sehiap Indikator Kinesja Sasaran

(IKE). Mamun demikian, masih terdapat wraian kendala yang redaksinya

justru menimbulkan pemahaman seolah-olah tidak terdapat kendala, yaitu

pada IKSS 2.1.1 dan 2.1.2 di semua triwulan tersesbut.

Motulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan {Treansdan 1, IH, dan

IV tahun 2024) memuat kesepakatan batas wakiu tindak anjut tiap IKS,

namun ads yang beberapa indikato yang batas waktu Tindak lanjut tidak

sasuai kriteria yaitu:

1. Pada TW 2 2024 ikss 2.1.1. dan 2.1.2 batas watunya 2025 sedanghkan
pada kriteria minimal menyesbutkan triwulannya

2. Pada TW 3 2024 ikss 1.1.2 batas watenya 2025 sedangkan pada kriteria
minimal menyebutkan trisulannya

b. Kelemahan Kualitas Pelaporan Kinerja

N

2

3)

= Do bW ik

Lakin sudah memuat target PK 2024 namun masih ada ks yang belum
selaras dengan PK terakhir 2024 yaitu pada ks Persentase KILITY yang
mendapat pembinaansiatistik dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)

Laporan Kinerja telah memuoat tabel realisasi tahen 2024 dengan target
Rensfra tahun 2024 yang selaras dengan notulen monitoring capaian
Renstra namun belum menambsahkan tabel perbandingan atau capaian nya

Laporan KH‘IH]:-E {LAKIN} telah memuat evaluasi dan analisis per Indikator
Kinerja Sazaran Kegiatan medabn tabel perbandingan sntara realisss dan
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4)

capaian akhir Rensirm. Mamun demikian, penyajian tersebut belum
sepanuhnya selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra. Sebagai
contoh, dalam mnofulen disebwtkan babwa kegiatan dan  proses
penyelesalannya telah dilaksanakan pada Trwulan I, sedangkan dalam
LAKIM masih dicantumkan adanya kendala koordinasi pada level eselon |
dan Il terkait rilisfpanyampaian hasil yang sulit disesuasikan waktunya karena
kesibulkan masing-masing pejabat tinggi.

Anslisis dan evaluasi atas capaian kinerja sefiap IKS pada Laporan Kinerja
belum sesuai dengan nofulen pembahasan FRA Trwulanan tahun 2024,
yaitu

aj.

b).

d).

MEES 2.1.2 Dalam notulen fertulis tidak terdapat kendala. Mamun, dalam

K55 1.1.2 Dalam notulen terulis tidak terdapat kendala. Mamun, dalam
Laporan Kinerja disebutkan kendala, yastu: Tim Kemiskinan dihadapkan
pada opsi penggunaan figa jenis penimbang, yeifu penimbang
berdasarkan proyeksi SUPAS 2015, penimbang LF bemdasarkan 34
prowinsi, dan pemimbang LF bardasarkan 38 provinsi,. Rilis indikator
kemiskinan dan katimpangan Maret 2024 yang semula dijadwalkan 15
Juli 2024 dimajukan menjadi 1 Juli 2024,

K55 1.1.3 Dalam nofulen tertudis tidak terdapat kendala. Mamun, dalam
Laporan Kinerja disebutkan kendala, yaitu: Tim IDH, rlisfperyampaian
hasil D1 tidek dapat dilskoksn di BPS, Tim Stetistik Krminal, data
Busenas yang menjadi dasar penghitungan indikator statistik kriminal
belum tarsedis.

Laporan Kinarja disebutkan kendala, yaifu: Anggaran pembinaan tatap
muka hanya tersedia wniuk dus kali full day mesting dengan
menghadirkan enam K/ dan peserta terbatas dua orang per KIL,
sehingga pembinaan ke satiap KL mengadi kerang fokus dan kurang
intensif.

K55 2.1.1 Dalam nofulen teriulis fidak terdapat kendala. Mamun, dalam
Laporan Kinena disebutkan kendala, yailw: Standar pengumpulan data
di BMPT (IRT dan IKAFP) masih mengikuti standar masing-masing
produsen data.
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5} Bab Il Laporan Kinerja belum memuat informasi rencana perbaikan ke

depan pada sefiap indikator vang selaras dengan notulen FRA triwlan IV

2024 atau monitoring capaian Renstra 2024
&) Bab IV Laporan Kinera belum menjelaskan Informasi rencana perbaikan

secara wmum hasil kesimpulsn dari pembshasan rencana sksi atau
tindaklanjut yang telah dijslaskan pada Bab L

Kelemahan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

1) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam
penyesuaian akliviias vnbuk mencapal kinerja yaitu dengan pelaksanaan
tindak lanjut hasil rapat evaluasi capaian kinerja trawulan IV tahun 2024
bedum didukung dengan bukti yang memadai, yaitu

3

1

Fada K55 1.1.1 tertulis bahwa akan dilakukan evaluasi dalam rangks
persiapan penyusunan publikasi pada delapan pubfikasi, namun yang
dilampirkan bukan berupa rapat evaluasi melainkan tabsl pengolahan
draft eementara publikasi dan sebagainya.

- Pada IKSS 1.1.2 tdak terdapat bukti rencana tndak lanjut yang

dilampirkan.

Pada K55 1.1.3 teriulis bahwa akan dilakuken evaluasi dalam rangka
penyiapan perhitungan atas empat indikator, namun yang dilampirkan
adalah tabef pengolahan.

Pada K55 2.1.1 dan K55 2.1.2 tidak terdapat bukti rencana tindak

lanjut yang dilampirkan.

Reward and punishment tahwn 2024 belum didukung kerias karja yang telah
dilegaiizasi

Imformasi dalam Leporan Kinerja belum  sepenuhmya  mempengaruhi
perubahan budsya b:inen:a utgm:ﬁaﬂidangm persaniase p-agawai pada Unit
Rerja telah menyusun SKP Penilaian 2024 pada Aplikasi KipApp sebesar
5949, 78%.
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4. Ewvaluasi Akuntabilitas Kinerja Imternal
a. Hondisi pemenuhan Evaluasi Akuentabifitss Kinerja Intemal

1}

2}

3)

4)

5)
&)

7

&)

)

10)

11)

Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Aluntabilitas Kinerja Internal,
berups Peraturan Kepala BP'S Momor 45 Tahwen 2023 tentang Pedoman
Evaluasi AKIP di Lingkmw BPE, Heputusan Kepala BPS Momor 354
Tamun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS 2025, dan
Surat Edaran Inspekiuwr Utama BPS Momor 4 Tahun 2025 Tentang
Patunjuk Teknis Evaluasi AKIP BPS 2025

Telah terdapat Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP, berupa S0P Evaluasi
AKIP untuk Unit Kerja BPS Pusat, Provingi dan Kabupaten/¥ota.

Evaluasi AKIP dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah
yang telah menyusun Laporan Kineqga Tahuwn 2024,

Ewvaluasi AKIP telah dilakukan oleh Tim Evaluator dalam bentuk gugus
tugas.

LHE AKIP pada Unit Kerja telah dile=galisasi cdeh Inspekiur.

LHE AKIP yang dilegalisasi Inspekiur telah disampaikan kepada Unit
Kerja.

Ewvaluasi AKIF Unit Kerja dilakukan dengan memanfzatkan instremen
yang dibangun oleh Koordinator Evaluasi Pusat.

Pembesitshuan Evaluasi AKIF Tahwen 2025 pada seluruk Unil Kena
Fusat dan Daerah telah dilakukan melatui Swat nspekiur Utama B-
T3M0B000FYW. 1102025 tanggal 26 Mei 2025

Unit Kerja tetah memeanuhi dokemen evaluasi AKIF dengan lengkap dan
tepat wakiu

Unit Kena telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi hasil
evaluasi tahun sebelummya.

Evaluasi Akuniabilitas Kinera Internal 3 periode terakhir (2022, 2023,
2024} dilaksanakan secara konsisten (terjadi peningkatan nilai SAKIP
selama 3 ishun terakhir)

b. Hondisi kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1}

Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar wakbu.
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2}

3}

4}

5}

&)

7

)

9}

10)

11)

Ewvaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar snggaran.

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah mengikut
Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi AKIF.

Ewaluasi AKIP telah dilakukan dengan mekanisme reviu berjenjang dar
Anggota Tim, Ketea Tim dan Pengendali Teknis serta reviu tingkat 2
dalam bentuk pansl antar Tim.

Fimpinan Unil Kerja atau persakilan telash mengikni kegiatan entry
mesating pelaksanaan evaluasi AKIP 2025

Pimpinan LUnit Kenga atau perwakilan telah mengikuti  kegiatan
sosialisasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025

Pengisian Kertas HKerga Implementasi SAKIP dalam pengelolaan
akuntabilitas kinerja dilakukan odeh Tim SAEIP Unit Kerja/Operator Unit
Kerna.

Ewvaluasi AKIP felah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
yaitu dengan: instumen ewaluasi yang komprehensif, LHE telah
memuat pengelasan kelemahan pada tiap kriteria beserts rekomendasi
wvang spesifiik pada aspek pemenwhan, kualitas, dan pemanfaatan; telah
terdspat kerangka logis pelaksanaan evaluasi AKIP; kstersediaan
anggaran untuk pendslamsan E'.'Eh:ﬂai; dan telah dilakukan panelisasi
hasdl evaluasi antar Unit Kerja yang dievaluasi.

Tim Ewaluzsi AKIF teleh melakukan monitoring Tindak Lanjet
Rekomendasi evaluasi AKIP Unit Kera tahun 2024 dan melaksanakan
Evaluasi tahun 2025.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 telah disahkan oleh pimpinan APIP
sacara tepat wakiu.

Ewvaluasi Akuniabilitas Kineria Infemal  telah  dilaksanakan
menggunakan Teknologi Informasi, yafu aplikasi SIMERG! dan
berbasis web vang dapat diakses melalui ainergl'.wah.bpi.gu.id.

¢. Hondisi pemanfaatan Evaleasi Aluniabilitas Kinegja Internal

1)

Unit kerja telah dapat mencapai target kinera pada tniwwlan | 2025
dengan totasl capaian kinerja sebesar minimal 100%
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2) Hasil Evaluasi AKIP telsh dimanfaatken wntuk perbaiken dan
peningkatan akuntabilias kinerjs demgan terdapat pemngkatan hasil
evaluasi dibanding tahwn sebelumnya.

3} Hasil Evaluasi AKIFP telah dimanfaatkan dalam mendukwng efektifitas
dan efisiensi kinega.

4}  Unit Kerja telzh mempercieh predikat WBEAWEBBM dan (Tim Penilai
Intemal BPEMm Penilai Eksternal) dengan Kategon C (ielah
medakukan Pencanangan 1)

Kelamahan Komponen Evaleasi Aluntabilitas Kinega Internal:
a. Helemahan Pemanfastan Evaluasi Kinerja

1) Tindak lanjut rekomendasi LHE 2024 yang telah sesuai sebasar 50%

2} Unit kerja tidak mendapatkan penghargaan yang terkait dengan kineda pads

periode Juli 2024 s.d. Juni 2025.

F. Rekomendasi
Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefekiifkan penarapan
akuntzhilitas kinerja. kami merekomendasikan kepada Direktur Statistik Ketahanan
Sosial unfuk:

1:

Meningkatkan hualias perencanaan sirategis dengan menysmpurnakan
nofulen pensiapan target Renstra melalui penambahan dasar hitung yang
sisfemalis. basis data pendukung yang wvald, dan slssan logis yang
komprehensif uniuk seliap target {1.2.4.1]

H&mingkaﬁ:m kuahtas monitorirg kinerja strategis demngan menyempwernakan
notula maonitoring capaian Renstra 2025 melals penambahan analisis capaian
yang akurat, kendala yang mendaiam, solusi yang tersiruktur, rencans tindak

lanjut yang spesifik, penstapan PIC yang jelas, dan batas wakiu yang tegas
[1.3:2.1]

Memperbaiki sisterm dokumentasi tndak lanjut dengan mengembangkan
database bukti pelaksanaan RTL yang komprehensif berupa dokumentasi foto
l’iﬂgiﬂlﬂn. laporan progress, dan bukli owput kegiatan yang terstrulduer




10.

LR il

sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjul dapat diverdfikasi.
[2.2.12.1]

Meryempumakan mekanisme pengukuran  kinera  individu dengan
mengembangkan sistemn venfikasi SKP Maret 2026 yang memungkinkan
pensdusuran hingga ke sumber data yang valid melals dokumentasi bukti
dukung yang sistematis [2.2.13.1]

Memaniaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagsi
dasar perdimbangan uniuk pembenan reward dan pumshment dengan
mEnyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang
jelas. melibatkan seduruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi
pimpiran sshingga depat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai
dalam mencapai target kinerja [2.3.14.1]

Memaniaatkan hasil pengukuran kinerga 2026 yang telsh dilakukan sebagsi
dasar perimbangan uruk pembenan reward dan pumishment yang selaras
dengan kertas kera penilaian [2.3.14.2]

Memperbaiki kuslitss dokumentasi evaluasi kinerja dengan mersvisl notula
™I, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang ashurat, kendala
yang komprehensif, solusi yang terstrukbur, rencana findak lamjut yang
spesifik, penstapan PIC yang jelas, dan batas wakiu yang tegas sesusai
pedoman. [3.1.17.1]

Meningkatkan kuslifas pelaporan kinerja dengan menyempumakan Lakin
2025 sgar memenuhi sedunsh kritenia dan persyaratan yang ditetapkan Biro
Perencanaan melalui gap anabysis, revisi sistematis, dan implementasi
templaie standar eehingga laporan kinerja dapat menjadi  instrumen
akuntabilitas yang efeklif dan informatif [3.2.21.1]

Memparbaiki sisterm dokumeantasi- tindak lanjut dengan  mengembangkan
database bukli pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif barupa
dokumentasi foto, laporan progress, dan bukti output kegistan yang terstrukiur
sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjul dapat diverifikasi.
[3.3.18.1]

Memanfaatkan hasil pengukuran kinena 2025 sebagal dasar pertimbangan
untuk pembernan reward dan punishment dengan menyuswen mekanisme yang
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komprehensif, menetapkan kriteria kiner@a vang jelas, melibatkan sstureh
pegawai dalsm penilaian, dan memastikan legalizasi pimpinan sshingga
dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target
kinarja [3.3.20.1}

Saelanjutnya bukdti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan
dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinera pericde Tahun 2026.

Tim Evalueasi Akuntabiitas Hinena;
1. Eko Yuwono, SAE. MM. {Pengandali Teknis)
197 10604 1954031002

2. Hemy Purdivants, S5T, M.Ak {Ketua Tim)
197607 1319900:31002

Ezra Priska Donny Anggoro, S5T, M.AM.
3. 190306222016021001 {Anggota Tam)
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